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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di
bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena

sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

(QS. Al-Bagarah, 168)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

A. Konsonan

| = Tidak dilambangkan o= dl
<« =B L th
& =T L dh
& = Ta & ¢ (mengahadap ke atas)




c =1 ¢ = gh
z =H - = f
& = Kh S = q
3 =D d =k
> = Dz Jd =1

> =R p = m
> =172 O =n
o =S s = W
o = Sy » = h

oa = Sh s =Y

Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (‘) untuk
penggantian lambang ¢.

Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jé menjadi gala
i = kasrah 7 J# menjadi gila
u = dlommah Q s menjadi ddna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

({3} ]

“ 17, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

Xi



nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = Js& menjadi gawlun
ay = ¢ 2 menjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbithah (8) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyadu 2l 4l )l menjadi al-
risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya & 4

4as ) menjadi fi rahmatillah
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J')dalam lafadh jalalah yag erada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masya’Allah kana wa malam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla
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E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:  si- syai’un el - umirtu
o) - an-nau’un 0536 -ta’khudzina
F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : o)l A sed &) ol - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.
Contoh : Jsw,¥agls = wamai Muhammadun illa Rasdl

oMl ma g i J o) o= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi
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Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak

dipergunakan.

Contoh : «u 8 xi g4l (4 yai= naslrun minallahi wa fathun qarib

lawa ¥ &Y = illahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Umi Kulsum, 15220101, 2019, Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha
Rumah Potong ayam di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat
Halal Perspektif Figih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman hukum, Rumah potong ayam, sertifikat
halal

Pada saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin canggih, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru bagi kualitas
produk jika ditinjau dari segi kehalalannya. Seperti halnya kehalalan dalam
penyembelihan ayam sering dipertanyakan dan diragukan seiring dengan
banyaknya tata cara penyembelihan sehingga muncul beragam model
penyembelihan. Ada yang diproduksi dengan tradisional ada pula yang modern
menggunakan alat mesin. Namun kebanyakan kurang mengerti standarisasi
penyembelihan maupun pengolahannya dan juga tidak banyak para mengusaha
sadar akan pentingnya mendaftarkan sertifikat halal.

Penulis melakukan penelitian terhadap masalah Kesadaran Hukum
Pengusaha Rumah Potong Ayam di Kota Malang Terhadap Sertifikat Halal
perspektif Figih Muamalah dan Undang-Undang No0.33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana
tingkat pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang
terhadap kewajiban sertifikat halal perspektif figih muamalah? 2) Bagaimana
tingkat pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang
terhadap kewajiban sertifikat halal Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal?

Penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan)
dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya
observasi dan wawancara. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data
diantaranya tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan
kesimpuian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasnya tingkat pemahaman hukum
pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal
perspektif figih muamalah terbilang tinggi dikarenakan sudah memahami
ketentuan penyembelihan secara syar’i. Sedangkan tingkat pemahaman hukum
pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal
perspetif Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih
dapat dikatakan rendah. Hai ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai isi
dari regulasi sertifikat halal dan tata cara mendaftarkan sertifikat halal.
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ABSTRACT

Umi Kulsum, 15220101, 2019, The Legal Understanding of Slaughterhouse
Entrepreneur in Malang City Toward The Obligation of Halal
Certificate Based on Figih Muamalah Perspective and Law Number 33
Year 2014 About Warranty of Halal Product. Thesis, Department of
Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana
Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Key Words: The Legal Understanding, Slaughterhouse Entrepreneur, Halal
Sertificate

Nowadays, the development of science and technology is increasingly
sophisticated; this causes the new worries for the quality of some products, if they
are reviewed from the warranty of halal product, for the example, the law of
chicken slaughter. The chicken slaughter process is often questioned because there
are many ways to slaughter the chickens. The chicken slaughtering usually is
carried out by traditional and modern way. The modern way is by using machine.
Unfortunately, many entrepreneurs don not understand how to slaughter and
process the chicken. Besides, they also are not aware to the importance of
registering their business to get halal certificate.

The researcher carries out the research about the legal awareness of
slaughterhouse entrepreneur in malang city toward the obligation of halal
certificate based on fiqih muamalah perspective and law number 33 year 2014
about warranty of halal product. The research questions are: 1) how is the level of
understanding of slaughterhouse entrepreneur in Malang city toward the
obligation of halal certificate based on figih muamalah perspective? 2) How is the
legal understanding of slaughterhouse entrepreneur in Malang city toward the
obligation of halal certificate based law number 33 year 2014 about warranty of
halal product?

This research is field research with the approach of qualitative. However,
the data collection is carried out by observation and interview. Then, the data
analysis is carried out by checking data, classifying data, verifying data, analyzing
data, and drawing conclusion.

The results of this study indicate that the level of legal understanding of
chicken slaughterhouse enterpreneurs in Malang towards the obligation of halal
certificate of muamalah figh perspective is fairly high because it already
understands the terms of slaughter in a shar’i manner. While the level og legal
understanding of chicken slaughterhouse entrepreneurs in the city of Malang on
the requirement of a persistent halal certificate Act No.33 of 2014 concerning the
guarantee of halal products can still be said to be low. This is due to a lack of
understanding of the content of halal certificate regulations and procedures for
registering halal certificates.

XViii



B .n s | St

s & glrdl) alad Con Joall Cliad OgUI (gl (Y V] VoYY LY u ) STl
o FY W3y sy Alebabl 4Bl Bl e I Balgs pIRY il
GlST A Y1 Bylnd) s L sl o) L Y Sl Bl e Y 0N £
035 1l sVl e S LYl aln) Gl BYse dmalr eyl

st W) (s

U B3lgd il alad Coy O gl dmill SIS

Sl 335 G s Sy b Bpte 3l a3 LorgJgSly polall ke

Slel Y e ey ) b dles Gl ose 3 LS @SN D Gl

oSS AV b e ol g Bds LI ag a3 el 3 23U
M sled fones 28T o Bt Vg ) ) o 0ets Y el Gl e ol

EYb e 3 sl alab e feddl cola) 051 oyl e s L)
Sl 4l oo YoV ¢ ple YV 3, el Alelall aadl) 4k e IS sl pldY
gl wlas e el Coliad 0l ool CaST() 1 5 LS mg ol el O
bl Ol ool (ST (Y Salelall aidll ap ke Jo IO ales Y VL dnde 3
e TY o8 oredd) a kel Je IO Balgd Y Vb e 3 ) ad oy aall
S bl gl e Yoy g

ey ( field research) il auls » sl Gl a3 Coad) gl
Dty i SUL AL b & Al S o L e aa b Ll L 4l
.Cmgsj UL Ll (UL 534 (UL Carad (UL s

EYL e 3 ) wdad o fudl) oLl 051 ol OF p el
Ball 0 ay ohage a1 e by OF (Ko Al s aisae S ssles oY
G el e walS) Jalsal) Lag gl dollly gl Gl (s el (a5l

XiX



RN IRV & AL Bsled Ay @YLA igde 3 CL""L“ c\u G Joddl L)
LI Bsles J:?.L»M:J‘ wdﬂ Y} OM‘ IO

XX

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



ONVIVIN 4O ALISHIAINN DIANVISI 31VLS NIHVHII MITTVIN VNVINVIN 40 AAVHEIT TVHLNEGD

21




BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam proses kehidupan dan kelangsungan hidup, manusia tidak lepas dari
makanan yang merupakan kebutuhan utama manusia. Dalam memilih makanan
yang baik, sebagai orang muslim hendaknya memilih makanan yang dianjurkan
oleh Islam. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama
Islam. Dimana kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib, baik itu
pangan, obat-obatan ataupun barang-barang konsumsi lainnya. Didalam Islam
telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan pangan, dimana ada pangan yang
dihalalkan dan ada juga pangan yang diharamkan. Halal merujuk kepada hal-hal

yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk pada hal-hal yang dilarang™.

Berbeda dengan agama yang lain, Islam adalah salah satu agama yang
sangat memperhatikan makanan bagi para ummatnya. Sehingga masalah halal dan
haram diatur sedemikian rinci bukan hanya didalam Al-Quran tetapi juga dalam
Hadist. Islam tidak hanya menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan halal,
tetapi juga baik. Halal lebih berorientasi kepada hukum syara’, sedangkan baik
lebih luas lagi yaitu baik dari segi kesehatan, kandungan gizi, ekonomi dan

sebagainya®.

Bagi seorang muslim mematuhi perintah dan menjauhi segala larangan-

Nya adalah suatu hal yang wajib. Seperti halnya Allah memerintahkan kepada

' Nura Maya Sari, S.Kh, Memilih Makanan Halal, (Jakarta: QultumMedia, 2007) hal 1
“Muhammad Jaya, Ternyata Makanan dan Minuman Anda Mengandung Babi dan sKkhamar!,
(Yogyakarta: Riz’ma, 2009) hal 17



ummatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal sebagaimana dijelaskan

dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 168 sebagai berikut:

B 3 a8 Lt st 35 V5 G Ss 38T G gl

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena
sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Bagarah,

168).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya setiap umat muslim berkewajiban
mengkonsumsi makanan yang halal. Makna halalan thayyiban sendiri adalah
makanan yang baik untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara

kesehatan medis.

Dalam penyembelihan hewan ternak juga diperlukan adanya halalan
thayyiban, dimana penyembelihan yang benar merupakan salah satu hal yang
sangat penting. Penyembelihan adalah sengaja memutus saluran makanan,
tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam.
Penyembelihan dilakukan untuk melepaskan nyawa binatang dengan cara yang
paling mudah yang meringankan dan tidak menyakiti. Isiam telan mengatur
tentang tata cara menyembelih hewan sesuai syariat, karena cara

penyembelihannya berpengaruh kepada kehalalan hewan tersebut.

Dasar mengenai penyembelihan terhadap binatang yang hendak dimakan

adalah firman Allah Surah Al-Maidah ayat 3:
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Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan yang) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
kepada mereka dan takkutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Kuucapkan kepadamu nikmatKu dan telah
Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah:3).

Ayat diatas menjelaskan kehalalannya manusia memakan hewan yang
disembelih dan diharamkan bagi manusia memakan hewan yang matinya karena

di pukul, dicekik, terjatuh, diterkam binatang buas dan ditanduk.

Dijelaskan pula dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang No.33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwasannya: “Hewan yang
digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam
dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat
veteriner”. Pasal ini menegaskan bahwasanya setiap hewan yang akan diedarkan
untuk selanjutnya diolah sebagai produk, harus disembelih sesuai dengan syariat

Islam. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



Menjelaskan: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal”. Begitu juga dengan penyembelihan hewan,
rumah potong ayam juga harus bersertifikat halal. Sertifikat rumah potong ayam
sangat diperlukan sebagai jaminan bahwa daging ayam yang akan dikonsumsi

oleh konsumen telah benar-benar halal dan tayyib.

Diantara peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk
halal mengenai produk hewan diantaranya, Undang-undang Nomor 18 tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa
dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal,
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikat dan registrasi produk
hewan. Dalam Peraturan Menteri No.13 tentang Rumah Potong Ayam Pasal 4
menjelaskan bahwa Rumah Potong Hewan merupakan sebuah unit pelayanan
masyarakat dalam penyediana daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Maka dari

itu dibutuhkanya sertifikat halal untuk bisnis rumah potong hewan.

Pada saat ini masih banyak produk yang yang beredar di masyarakat
belum semua terjamin kehalalannya. Contohnya jumlah rumah potong ayam yang
belum bersertifikat masih sedikit dan juga banyaknya penjual ayam potong yang

belum mengetahui standar kehalalannya.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
canggih, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru bagi kualitas produk jika

ditinjau dari segi kehalalannya. Contohnya kehalalan dalam penyembelihan ayam



sering dipertanyakan dan diragukan seiring dengan banyaknya tata cara
penyembelihan sehingga muncul beragam model penyembelihan. Ada yang
diproduksi dengan tradisional ada pula yang modern menggunakan alat mesin.

Pada saat ini konsumen daging ayam meningkat paling pesat jika
dibandingkan dengan daging sapi maupun kambing. Alasannya dikarenakan 1)
daging ayam harganya relatif lebih murah, 2) daging ayam mengandung sedikit
lemak dan kaya protein dibandingkan daging sapi dan kambing, 3) daging ayam
mempunyai rasa yang dapat diterima semua golongan dan umur, 4) tidak ada
agama manapun yang melarang mengonsumsi daging ayam, 5) daging ayam
mudah di olah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi, mudah disimpan dan
mudah dikonsumsi.

Ditengah meningkatnya kebutuhan daging ayam, banyak orang yang
melirik usaha Rumah Potong Ayam khususnya di Kota Malang. Namun
kebanyakan kurang mengerti standarisasi penyembelihan maupun pengolahan dari
tersebut daln juga tidak banyak para mengusaha sadar akan pentingnya
mendaftarkan sertifikat halal. Tingkat pemahaman hukum bagi pemilik usaha
Rumah Potong Ayam terhadap kewajiban sertifikat halal masih dibilang cukup
rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyak Rumah Potong ayam yang ada di Kota
Malang belum mendaftarkan sertifikat halal. Dari tujuh tempat yang kami survei
hanya satu yang bersertifikat halal. Lokasi tersebut ada di 3 Kecamatan yaitu 3 di
Kedungkandang, 2 di Blimbing dan 2 di Sukun.

Rumah potong ayam yang ada di Kota Malang ini mempunyai peranan

yang besar dalam memenuhi kebutuhan daging untuk masyarakat. Mengingat



Kota Malang banyak dihuni oleh mahasiswa yang rata-rata menyukai lalapan.

Bahkan hingga saat ini harga daging ayam potong terus melambung.

Ditengah meningkatnya kebutuhan ayam potong di Kota Malang dan
kesadaran masyarakat khususnya pengusaha Rumah potong Ayam yang masih
rendah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tingkat Pemahaman
Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam di Kota Malang Terhadap Sertifikat
Halal Perspektif Figih Muamalah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Tingkat Pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di
Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal perspektif figih muamalah?
2. Bagaimana Tingkat Pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di
Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal Perspektif Undang-Undang

No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum pengusaha rumah potong
ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal Perspektif figih
muamalah.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum pengusaha rumah potong
ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal Perspektif Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
keilmuan bagi masyarakat dan refrensi ilmu pengetahuan tentang pemotongan
ayam khususnya tingkat pemahaman hukum masyarakat tentang kewaijban
sertifikat halal. Bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serifikat halal bagi
rumah potong ayam sehingga nantinya banyak rumah potong ayam yang

bersertifikat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan
menambah wawasan serta pengetahuan tentang tingkat pemahaman hukum
pengusaha potong ayam terhadap kewajiban sertifikat halal. Dengan penelitian ini
dapat diketahui tingkat pemahaman hukum masyaratkat tentang kewajiban
sertifikat halal. Sehingga bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar

peraturan dapat berjalan sebagaimana semestinya.

E. Definisi Operasional
1. Kesadaran hukum adalah keadaan masyarakat yang tahu, megerti dan merasa
akan perintah-perintah dan larangan-larangan hukum dan mau meninggalkan
larangan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun.
2. Rumah potong ayam adalah komplek bangunan dengan desain dan kontruksi

khusus yang memenuhi persyaratan terknis tertentu serta digunakan sebagai



tempat pemotongan unggas atau ayam yang diperuntukan bagi konsumen
masyarakat umum.

3. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat
Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin
pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan
yang berwenang. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat

kehalalannya sesuai dengan syariat Islam®.

F. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan, yang meliputi: latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, definisi operasioanal dan
sistematika pembahasan. Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan yang
menjad dasar dari sebuah penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian
terdahulu dan landasan teori, yang dapat dugunakan sebagai bahan analisa dalam
pembahasan objek penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tingkat
pemahaman hukum terhadap sertifikat halal perspektif figih muamalah dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang
membahas tentang metode penelitian, persamaaan, perbedaan dan hasil penelitian
yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah diteliti. Sedangkan landasan teori
ini akan dijadikan bahan analisa dalam membahas objek penelitian yang akan

dilakukan di bab empat. Pada bab ini akan memaparkan tentang kesadaran hukum

® Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikat Halal, (Malang: UIN
Press, 2011) hal 148



dan indikatornya, penyembelihan halal dalam hukum Islam dan sertifikat
penyembelihan halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
jaminan produk halal.

Bab Ketiga, yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan
dalam mencapai hasil penelitian secara maksimal. Bab ini terdiri atas jenis
penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data dan metode pengelolahan data.

Bab Keempat, dalam bab ini akan di paparkan analisa data-data yang
sudah didapatkan di lapangan dengan teori-teori yang terkait dengan judul yang
akan diteliti. Pada bab ini untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah
yang sudah ada dan menjelaskan mengenai paparan data dan pembahasan yang
disertai analisa dari hasil penelitian. Mulai dari persiapan ayam sebelum
disembelih, penyembelihan ayam, pengolahan ayam sampai proses sertifikat halal
sehingga nantinya dapat diketahui proses penyembelihannya sesuai dengan
hukum Islam atau tidak dan tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap
sertifikat halal.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran
dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan gagasan baru
mengenai isi penelitian.

Daftar pustaka merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi,

internet dan yang lainnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Adapun judul penelitian tentang kesadaran hukum terhadap kewajiban
sertifikat halal yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Agnes Lutfiana Ni’'mah, 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung telah melakukan penelitian yang
berjudul “Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong
Ayam (RPA) Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal)”. Dalam penelitian ini membahas praktik penyembelihan dan
pengolahan ayam, mulai dari tahap persiapan ayam sebelum disembelih,
tahap penyembelihan ayam dan pengelolahan ayam setelah disembelih.
Perbedaannya penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada
pembahasan penelitian dimana penulis fokus meneliti tingkat pemahaman
hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap sertifikat
halal perspektif Undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk
halal. Persamaan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama-sama
rumah potong ayam.

2. Apriani Nita Lutviah, 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan penelitian yang
berjudul “Kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di kecamatan

baturini kabupaten tabanan bali terhadap undang-undang no.33 tahun 2014
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tentang jaminan produk halal”. Dalam penelitian ini membahas mengenai
kesadaran hukum bagi pengusaha rumah makan muslim di kecamatan
baturini kabupaten tabanan bali yang bisa dikatakan rendah, hal ini dapat
dilihat dari 4 indikator yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap
hukum dan perilaku hukum para pengusaha. Faktor yang melatarbelakangi
kesadaran hukum mereka ada 3 faktor yakni faktor ekonomi, mengaku sudah
menjamin halal dan malas. Perbedaannya penelitian ini dengan yang penulis
teliti terletak pada objek penelitian dimana penulis meneliti tingkat
pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap
sertifikat halal perspektif Undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan
produk halal. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kesadaran
hukum dan sertifikat halal.

. Wunta Arty Anandi, 2016, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik lbrahim Malang telah melakukan penelitian yang
berjudul “Alasan-Alasan Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas Tidak
Melakukan Sertifikat Halal (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) .
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa
alasan yang menyebabkan para pelaku usaha tidak melakukan sertifikat halal
adalah para pelaku tidak mengetahui atau pemahaman yang kurang mengenai
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, usaha
yang dijalani masih terbilang usaha Kkecil, tidak mengetahui tatacara

mendaftarkan sertifikat halal dan menganggap bahan baku produk yang

11



digunakan merupakan bahan baku yang suci dan halal. Persamaannya yaitu

sama-sama membahas sertifikat halal. Perbedaan penelitian ini dengan yang

penulis teliti terletak pada objek penelitian dimana penulis meneliti tingkat

pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap

sertifikat halal perspektif Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan

produk halal.
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu
No NAMA JUDUL OBJEK OBJEK
FORMAL MATERIAL
(PERSAMAAN) | (PERBEDAAN)
L Agnes Praktik Persamaan objek | Perbedaannya
Lutfiana Penyembelihan dan | penelitian yang | yaitu
Ni’mah, 2016, | Pengolahan Ayam sama-sama pembahasan
Mahasiswa Di Rumah Potong rumah potong | penelitian yaitu
Fakultas Ayam (RPA) Desa ayam. penelitian ini
Syariah dan Pandanarum membahas
IImu Hukum Kecamatan praktik
Institut Agama | Sutojayan Kabupaten penyembelihan
Islam Negeri Blitar (Tinjauan dan pengolahan

Tulungagung

Undang-Undang
Nomor 33 Tahun
2014 Tentang
Jaminan Produk
Halal)

ayam potong,
sedangkan
peneliti meneliti
tingkat
pemahaman
hukum
pengusaha
rumah potong
ayam terhadap

kewajiban
sertifikat halal.
2 | Apriani Nita Kesadaran hukum Permasalahan Perbedaannya

Lutviah, 2016, | pengusaha rumah sama-sama yaitu Objek
Mahasiswa makan muslim di tentang penelitian.
Fakultas kecamatan baturini kesadaran hukum | Penelitian ini
Syariah kabupaten tabanan adalah
Universitas bali terhadap pengusaha
Islam Negeri undang-undang rumah makan
Maulana Malik | no.33 tahun 2014 muslim.
Ibrahim tentang jaminan Sedangkan objek
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Malang produk halal yang peneliti
teliti adalah
rumah potong
ayam.

3 Wunta Arty Alasan-Alasan Permasalahan Perbedaannya
Anandi, 2016, | Pelaku Usaha sama-sama penelitian ini
Mahasiswi Makanan Ceker tentang sertifikat | tentang alasan
Fakultas Pedas Tidak halal pelaku usaha
Syariah Melakukan Sertifikat tidak melakukan
Universitas Halal (Studi Di sertifikat halal.
Islam Negeri Kecamatan Sedangan
Maulana Malik | Lowokwaru Kota dengan yang
Ibrahim Malang) peneliti teliti
Malang adalah tingkat

pemahaman
hukum terhadap
kewajiban
sertifikat halal.

B. Kajian Pustaka

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata
jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia

menjadi “Hukum™,

Arti hukum menurut pandangan masyarakat, P Borst
mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau
perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan

dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

Sebenarnya banyak sekali definisi tentang hukum, para pakar memberikan

definisi hukum secara beragam karena cakupan yang begitu luas. Dari berbagai

*R. Soeroso, S.H, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24
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definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan serangkaian
peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat atau memaksa, baik
secara tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku
manusia dan menciptakan ketentraman, dan apabila melanggar akan dikenai

sanksi®.

Kesadaran hukum adalah keadaan masyarakat yang tahu, mengerti dan
merasa akan perintah-perintah dan larangan-larangan hukum, mau meninggalkan
larangan tersebut dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan baik fisik maupun
psychis. Kesadaran hukum berarti merasa bahwa perilaku tertentu diatur hukum.
kesadaran hukum sendiri merupakan perlindungan kepentingan masyarakat
manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang

memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam
masyarakat, serta bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan yang telah diterima
baik oleh masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan serta mengerti terhadap hak-hak orang
lain menandakan bahwa dalam kesadaran hukum tersebut mengandung sikap

toleransi.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak
perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi tanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar

terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan

® Lukman Santoso Az dan Yahyanto, S.H., M.H, Pengantar llmu Hukum: Sejarah, Pengertian,
Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum, (Malang: Setara Press, 2016) 16
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ketaatan hukum atau efektifitas hukum, keduanya mempunyai hubungan yang
sangat erat. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah
ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.
Seseorang akan muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya
hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum jika ia tidak

memahami hukum.

Kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat
dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut
pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pelaku terhadap hukum. Hal ini
dapat dibuktikan dengan beberapa sebab mengapa seseorang taat dan patuh

kepada hukum, sebagai berikut®:

a) Takut karena sanksi yag negatif, apabila melanggar hukum;

b) Untuk menjaga hubungan baik dengan pengusaha;

¢) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
e) Kepentingannya sendiri.

b. Faktor dan Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kesadaran hukum sebagai berikut:’

® Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta:CV Radjawali, 1982)
’ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) 217-219
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a)

b)

Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan Yyang telah sah dengan
sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui
umum. Tetapi sering kali terjadi suatu gelombang tertentu di dalam
masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-

ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum,
berarti masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum
tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum menjamin
bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu
dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui bahwa orang-orang yang
memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk

mematuhinya.

Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum yaitu
sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang
hukum diterima oleh sebagian besar masyarakat. Juga reaksi masyarakat
yang didasarkan pada sisten nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin
menentang atau mamatuhi hukum, karena kepentiangn mereka terjamin

pemenuhannya.
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d) Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur
kepentingan-kepentian masyarakat yang lazimnya bersumber pada nilai-
nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang
harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum banyak tergantung
pada kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh

ketentuan-ketentuan hukum.

Dengan adanya indikator, seseorang yang menaruh perhatian terhadap
kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya kesadaran
hukum itu. Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat indikator-indikator,

diantaranya sebagai berikut®:

a) Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu diatur
oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang
dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
Disamping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa
masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan apabila peraturan
tersebut telah diundangkan.

b) Pemahaman hukum

® Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) 217-219
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c)

d)

Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan
dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak
tertulis serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak di
isyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu
aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, tetapi yang dilihat disini adalah
bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal dalam
kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini
bisa diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau
mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk menerima hukum
karena adanya penghargaan dan penilaian terhadap hukum sebagai sesuatu
yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.
Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-
nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan
pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam
dirinya sehingga masyarakat menerima hukum bedasarkan penghargaan
terhadapnya.

Pola perilaku hukum

Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya

memunuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku hukum ini merupakan hal

yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat apakah suatu
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peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai
seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola

perilaku suatu masyarakat.

Dari keempat indikator diatas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan
kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Kesadaran hukum akan
terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku
hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang
dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum,
sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka dapat dikatakan bahwa tingkat
kesadaran hukum masih rendah atau sebaliknya, apabila berperilaku sesuai
dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Apabila indikator tersebut
betul-betul terlaksana dalam masyarakat maka peraturan tersebut dapat dianggap

efektif.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi
pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam
pelaksanaan hukum, baik berupa tingkat tingginya pelanggaran hukum maupun
kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga
masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila
kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga

rendah.
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Hal tersebut juga berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat
atau efektifitas dari ketentuan hukum dalam pelaksanaannya. Seseorang
mempunyai kesadaran hukum akan memiliki penilaian terhadap hukum yang
dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian semacam ini ada pada setiap
warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat

untuk senantiasa hidup dengan teratur.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri
manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran
hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan
demikian, kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum

sebagai proses.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seharusnya dilakukan melalui
penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang matang.
Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai
hukum tertentu. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari
penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum,
memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi
hak dan kewajiban serta manfaatnya hukum ditaati. Disamping itu agar hukum
yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakat yang bersangkutan®.

% Ishag, S.H., M.Hum. Dasar-dasar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 249-250
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2. Penyembelihan Halal dalam Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan

Penyembelihan disebut sebagai Adz Dzakaah yaitu berarti memotong,
membelah, membunuh suatau hewan. Sedangkan secara terminologi terdapat
perbedaan pendapat dikalangan madzhab-madzhab. Penyembelihan disini adalah
menyembelih binatang baik dengan cara dzabh maupun nahr. Sebab hewan yang
bolen dimakan kecuali ikan dan belalang tidak boleh langsung dimakan

sesuatupun kecuali setelah disembelih.

Menurut ulama figih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan
mengakhiri hidup binatang untuk membersihkannya dari darah dengan
menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya
sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Pelaksanaan
penyembelihan dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa
dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan
tidak menyekiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan
gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam penyembelihan masuk syarat

penyembelihan.

Binatang yang halal dimakan menjadi tidak halal apabila tidak disembelih
menurut aturan yang disyariatkan oleh Islam. Akan tetapi, ada juga binatang
tertentu yang halal dimakan meskipun tanpa disembelih yaitu ikan dan belalang.
Dasar mengenai penyembelihan terhadap binatang yang hendak dimakan dalam

firan Allah Surah Al-Maidah ayat 3:
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Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan yang) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
kepada mereka dan takkutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Kuucapkan kepadamu nikmatKu dan telah
Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah:3).%°

Terlihat bahwa dari ayat ini Allah SWT mengaitkan kehalalan memakan
hewan-hewan tersebut dengan penyembelihan. Hikmah dari berlakunya
penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum dan
menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari
daging dan mensucikannya dari cairan merah tersebut. Mengkonsumsi darah yang
mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia
dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan
mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah
tertentu, sehingga larangan menkonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya
pencampuran antara berbagai golongan darah. Agar manusia menghindarinya,

maka darah dikategorikan sebagai sesuatu yang najis.

19Qs. Al-Maidah (5):3
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Sebagaian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariatan
penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna
memisahkan antara daging dan lemak yang halal dari yang haram, serta sebagai
peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di

dalam tubuhnya.™

Makanan yang berhubungan dengan penyembelihan harus diperhatikan
betul tentang jenis binatang apa yang harus disembelihnya, siapa yang
menyembelihnya, bagaimana menyembelihnya, serta apa yang dibaca pada saat
menyembelih. Oleh karena itu, haram hukumnya makan daging binatang yang
matinya karena dicekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam

binatang buas atau yang disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai.
b. Syarat Penyembelihan

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyembelihan menurut Islam ada
empat hal, yaitu syarat bagi penyembelih, alat penyembelihan, anggota tubuh

yang harus disembelih dan tata cara penyembelihan.

1) Penyembelih
Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal, baik pria
maupun wanita, muslim atau Ahli Kitab. Apabila hal itu tidak mudah
dipenuhi misalnya pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum
mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Begitu

juga hasil sembelihan orang musyrik, zindik dan murtad.

1 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 305-306
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a) Muslim atau orang yang beragama samawi

Orang yang menyembelih binatang harus muslim, atau minimal orag
yang beragama samawi (Yahudi atau Nasrani yang masih orisinil).
Sembelihan Ahli Kitab adalah halal, tetapi yang lebih utama adalah
sembelihan orang muslim*?. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang
disebut Ahli Kitab yang makanannya halal dimakan oleh orang muslim.
Jumhur ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi
yang menerima kitab Taurat dan orang Kristen yang menerima kitab Injil.
Selain mereka, tidak masuk Ahli Kitab dan sembelihan mereka haram bagi

umat Islam.*®

Terdapat perbedaan pendapat yang mengenai status hewan
sembelihan Ahli Kitab. Ada yang menghalalkannya dan ada juga yang
mengharamkannya. Sebagian ulama berpendapat, “jika mendengar seorang
Ahli Kitab menyembelih dengan menyebut selain nama Allah, maka

5214

janganlah engkau makan”", pendapat ini sama dengan perkataan sahabat

diantaranya Ali, Aisyah dan Ibnu Umar.

Perbedaan pendapat juga terjadi diantara ulama mazhab. Imam
Malik berpendapat bahwa hal tersebut makruh dan tidak diharamkan
memakannya. Kalangan Hanafiyah (ulama yang mengikuti mazhab

Hanafi) berpendapat bahwa binatang yang disembelih oleh Ahli Kitab itu

12 Thobieb Al-Asyar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani,

(Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 212

3 Departemen Agama RI, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta: t.p, 2003), 122
1 sayyid Sabiq, Fighus Sunnah (Figih Sunnah), terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), 282
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hukumnya halal, akan tetapi disyaratkan tidak untuk persembahan selain
Allah dengan tidak menyebut nama Isa al-Masih, salib, al-‘Uzair dan lain
sebagainya. Sedangkan Syafiiyah (kalangan Syafi’i) berpendapat bahwa
sembelihan Ahli Kitab adalah halal, baik menyebut nama selain Allah
seperti al-Masih, salib, al-‘Uzair dan semacamnya. Sementara Hanabilah
(ulama yang mengikuti mazhab Ahmad bin Hambal) mensyaratkan
sembelihan Ahli Kitab harus menyebut nama Allah sebagaimana orang

Islam™.
b) Dewasa, Sehat Jasmani dan Rohani

Seseorang yang menyembelih binatang harus menyatakan tujuan ia
menyembelih dengan melakukan niat. Pandangan mazhab Syfi’i dan
sebagian mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai hal itu. Mereka
mensyaratkan orang yang menyembelih harus berakal. Jika anak kecil
yang belum tamyiz, orang gila, atau orang yang sedang mabuk, maka
binatang yang disembelihnya hukumnya halal karena secara umum
merekapun mempunyai maksud dan tujuan. Akan tetapi itu makruh tanzih
karena dikhawatirkan pisau mereka menyimpang dari bagian tubuh hewan

yang harus disembelih*®.

Akan tetapi pendapat yang rajah adalah pendapat jumhur ulama yang

mensyaratkan akal, sebab penyembelihan itu merupakan salah satu sarana

5 Thobieb Al-Asyar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani ,
211- 212
'8 Thobieb Al-Asyar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani ,
212- 213
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ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal itu tidak terjadi jika
orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak

kecil yang belum tamyiz.
2) Membaca Basmalah

Setelah beragama Islam, syarat yang harus dilakukan seorang yang
dibolehkan menyembelih hewan adalah mengucapkan kalimat bismillah wa
Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah ini, akan membuat rukun dalam
penyembelihan  atau potong ayam ini menjadi sah. Ulama Syafi’iyah
menambahkan agar membaca sholawat atas Nabi Saw. setelah menyembalih

karena itu termasuk bentuk kataatan. Doa menyembelih ayam:
1 G Bn ol il ST g b ol

Artinya: "Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat dari-Mu dan dengan ini aku
bertagarrub kepada-Mu karenanya hai Tuhan Maha Pemurah, terimalah

tagarrubku”.

3) Alat Penyembelih

Salah satu syarat penyembelihan adalah penggunaan alat
penyembelih. Disyaratkan menyembelih dengan alat yang tajam dan
sekiranya mempercepat kematian binatang dan meringankan rasa sakit
binatang tersebut. Alat penyembelih harus tajam yang memungkinkan

darah binatang mengalir dan tenggorokannya terputus. Alat tersebut

26



misalnya pisau, batu, kayu, pedang, kaya dan semua yang memiliki sisi
tajam sedangkan gigi tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada pendapat
mengenai gigi, kuku, dan tulang, apakah ketiga benda itu termasyuk alat

untuk menyembelih atau bukan.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyah secara umum cenderung
membolehkan ketiganya untuk menyembelih, namun syafiiyah dan

Hanabilah tidak membolehkan.’

a) Ulama Hanafiyah

Berpendapat boleh hukumnya menyembelih dengan benda atau alat
apapun, asalkan bisa memotong urat leher dan mengalirkan darah
meskipun dengan api atau kulit tebu, batu pipih seperti pisau, kuku, tulang,
tanduk dan gigi yang memang dapat digunakan untuk mengalirkan darah
atau memotong urat leher. Namun, kuku, tulang, tanduk dan gigi hukum
penggunaannya makruh karena dapat menimbulkan bahaya dan

menyakitkan hewan yang disembelih.

Jika kuku dan tulang itu masih berada pada tempatnya (belum
terpisah), maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih, meskipun
dapat memotong urat dan mengalirkan darah. Pendapat ini sudah menjadi
kesepakatan karena sesuai dengan bunyi nash hadits. Adapun pengecualian
gigi dan kuku dalam hadits riwayat Rafi’ bin Khadij dimungkinkan pada

selain yang terlepas yang masih berada pada tempatnya karena kuku yang

"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 327
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masih menempel pada tempatnya sukar untuk membunuh karena

tergantung pada tempatnya.

b) Ulama Malikiyah

Berpendapat jika memang ada besi atau alat yang lazim untuk
menyembelih seperti pisau atau sejenisnya maka hukumnya sudah jelas.
Jika yang ada itu selain besi seperti batu, kaca, kuku, dan gigi maka ada
empat qoul dari Imam Malik. Pertama, boleh hukumnya secara mutlak
baik muttashil maupun munfasil. Kedua, tidak boleh secara mutlak dan
jika disembelih dagingnya tetap tidak boleh dimakan. Ketiga, hukumnya
tergantung, boleh hukumnya jika munfasil, dan tidak boleh jika muttasil.
Keempat, makruh menyembelih menggunakan gigi secara mutlak dan
boleh dengan kuku secara mutlak. Jika kemudian tidak ada lain selain
kuku dan gigi maka boleh menggunakan keduanya untuk menyembelih,

meskipun hanya dengan sepotong tuang tajam.

c) Ulama Syafiiyah dan Hanabilah

Berpendapat halal hukumnya menyembelih dengan setiap alat atau
benda tajam yang dapat memotong dengan mudah seperti besi, tembaga,
emas, kayu, rotan, batu dan kaca, kecuali kuku dan gigi. Syafiiyah
menambahkan juga, kecuali segala jenis tulang baik muttasil maupun
munfasil, baik tulang manusia maupun yang lainnya. Alasan tidak
bolehnya menyembelih dengan gigi adalah karena ia termasuk tulang

sehingga benda apapun yang termasuk tulang tidak boleh digunakan untuk
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menyembelih.  Akan tetapi ulama hanabilah  memperbolehkan

menyembelih dengan tulang.'®

4) Aggota Tubuh yang Disembelih

Penyembelihan dapat sempurna apabila telah memotong empat
bagian pada leher binatang, yaitu: Tenggorokan (Hulgum), kerongkongan
(Mari’), urat leher pada saluran pernafasan, urat leher pada saluran
makanan. Hulgum adalah saluran pernafasan atau tenggorokan, mari’
adalah saluran makanan sampai ke usus besar atau kerongkongan.
Keduanya memiliki pembuluh darah atau urat yang berada di dua sisi
leher. Inilah yang dimaksud dengan wadijain, dua urat leher atau dua

pembuluh darah pada leher.

Pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat bagian
leher tersebut karena mempermudah keluarnya ruh dari tubuh binatang.
Tindakan ini merupakan bentuk pembuatan baik terhadap binatang yang
disembelih. Namun, ada perbedaan Madzhab pendapat mengenai batas

minimum yang wajib dipotong dalam hewan sembelihan yaitu:

a) Abu Hanafi

Berpendapat bahwa bagian hewan sembelihan yang wajib terpotong
ada empat bagian, tiga diantaranya urat leher, urat makanan, dan
tenggorokan. Jika salah satu dari ketiga itu tidak terpotong, maka

sembelihannya tidak sah. Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam hewan

8Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 328
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sembelihan itu, tenggorokan, urat makanan dan salah satu dari dua urat
leher harus dipotong karena tiap urat dalam leher tersebut harus dipotong
dan fungsi masing-masing urat tersebut berbeda-beda. Tenggorokan
fungsinya untk jalan nafas, urat makanan untuk jalan makanan, sedangkan

urat leher untuk jalan darah.
b) Ulama Malikiyyah

Dalam pendapat masyhur berpendapat bahwa dalam penyembelihan
wajib hukumnya memotong seluruh tenggorokan dan urat-urat leher,
namun untuk diisyaratkan harus memotong urat makanan. Pendapat

mereka ini hampir sama dengan pendapat madzab Hanafiyyah.
c) Ulama Syafiiyah dan Hanabilah

Berpendapat bahwa penyembelihan hewan itu harus dengan
memotong kerongkongan (jalan nafas) dan urat jalan makan, karena
keduanya itu adalah unsur kehidupan dan dalam menyembelih hewan
disunnahkan agar memotong dua urat yang ada di leher karena hal itu
termasuk cara menyembelih yang baik. Memotong kerongkongan dan urat
jalan makanan dilakukan dengan syarat hewan tersebut masih hidup atau
tidak dalam keadaan sekarat. Jika memotong dua urat tersebut tidak secara
langsung, maka penyembelihan tersebut tidak halal dimakan karena

terhitung bangkai dan penyembelihan tidak ada manfaatnya.*®

9 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 311-312
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Selain bagian-bagian sembelihan seperti yang telah dijelaskan diatas,
ada juga keadaan tertentu yang mempunyai hukum yang berbeda,

diantaranya:
a) Menyembelih anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Anak binatang yang masih berada dlam kandungan induknya akan
menjadi halal tanpa disembelih lagi hanya dengan menyembelih induknya,
walaupun anak binatang tersebut dalam keadaan hidup maupun mati.
Namun jika anak binatang tersebut sudah keluar sebelum induknya

disembelih, maka wajib disembelih terlebih dahulu agar halal dimakan.

Ada pendapat yang mengatakan, adapun perkara yang berasal dari
ucapan Rasulullah mengenai pengharaman binatang mati adalah
dikecualikan ikan dan belalang. Lalu janin binatang yang belum mati dan
merupakan bagian dari induknya, maka tidak perlu memisahkan secara

khusus penyembelihannya?®.
b) Pemotongan bagian binatang yang masih hidup

Bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup
hukumnya sama dengan bangkai binatang itu, berarti tidak halal dimakan

dan dianggap najis.

c) Pemenggalan kepala

20 Sayyid Sabiqg, Fighus Sunnah (Figih Sunnah), terj Nor Hasanuddin, 286
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Penyembelihan yang hingga mengakibatkan terpenggalnya kepala
binatang akibat penyembelihan, jumhur ulama mengatakan halal atas
daging binatang ini, dengan syarat pemenggalan kepala ini dalam
penyembelihan yang sempurna, sedangkan Imam Malik menyatakan tidak

halal bila apabila pemenggalan tersebut disengaja.

5) Tata Cara Penyembelihan
Terdapat dua macam binatang yang akan disembelih, yaitu binatang
yang bisa disembelih dan binatang yang tidak bisa disembelih.*

a) Cara penyembelihan binatang yang bisa disembelih

Al-Dzakah Al-lkhtiyariyyah (cara-cara penyembelihan) ialah cara
yang memungkinkan untuk menyembelih binatang sesuai dengan
keinginan penyembelih. Cara penyembelihan binatang yang bisa
disembelih adalah dengan memotong leher bagian atas (halg) dan leher

bagian bawah (labbah).

Menurut ulama Malikiyyah ada empat macam hewan sembelihan

yang halal dimakan yaitu:

(1) Dengan mengalirkan darah atau dengan berbutu, atau melukai
bagian hewan liar yang tidak dapat disembelih secara wajar, bukan
pada hewan jinak seperti kambing atau burung dara. Akan tetapi,

jika yang jinak itu liar maka boleh disembelih dengan melukainya.

2 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, fikih Islam Lengkap, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), 342
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(2) Menyembelih pada bagian kerongkongan dengan memotong
tenggorokan dan seluruh urat leher untuk jenis burung meskipun
burung unta dan untuk kambing.

(3) Memotong pada pertengahan dada untuk unta dan jerapah. Adapun
untuk sapi boleh melakukan penyembelihan seperti biasa. Untuk
unta dan jerapah penyembelihannya harus nahr, sedangkan untuk
lainnya memakai dzabh. Jika hewan yang seharusnya di nahr tetapi
malah di dzabh meskipun lupa namun sebenarnya mampu tidak
ada kondisi darurat, maka sembelihannya tidak boleh dimakan.

(4) Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dengan
alat atau sarana yang menghasilkan penyembelihan pada belalang
karena menurut Malikiyyah belalang itu tidak boleh dimakan
kecuali setelah disembelih. Pendapat ini berbeda dengan pendapat
umunya fugaha. Adapun menyembelih belalang, menurut mereka
boleh dengan cara memisahkan kepalanya dari jasad atau dengan

cara lainnya®.

Ulama Syafiiyah juga membagi cara penyembelihan menjadi tiga

bagian yaitu:

(1) Dzabh adalah penyembelihan dengan memotong halaq (leher
bagian atas) dan urat lewatan makanan. Semua hewan juga

menggunakan penyembelihan model ini.

22 \Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 319
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(2) Nahr adalah memotong pertengahan dada hewan atau leher bagian
bawah. Penyembelihan  cara ini hukumnya sunnah untuk
menyembelih unta.

(3) ‘Agr adalah penyembelihan ketika kondisi darurat, yaitu dengan
cara melukai hewan bagian manapun dari tubuh hewan tersebut
dengan tujuan menghilangkan nyawanya.penyembelihan ini bisa
dilakukan terhadap hewan sembelihan yang lari dan susah

ditangkap.

Mayoritas ulama selain  Malikiyyah  berpendapat bahwa

penyembelihan itu ada dua macam yaitu:

(1) Ikhtiyariyyah adalah penyembelihan dengan melukai tenggorokan
antara bagian atas dan bawah, ketika hewan itu dapat dikuasai.

(2)1dhthiraariyyah adalah dengan melukai hewan di bagian mana saja
saat hewan itu tidak dapat dikuasai artinya sama seperti berburu.
Penyembelihan cara ini digunakan dalam keadaan tertentu atau
digunakan untuk hewan-hewan liar bukan yang jinak. Bisa juga
digunakan untuk pada hewan yang sebenarnya jinak yang tiba-tiba
menjadi liar dan tidak bisa ditangkap. Penyembelihan dengan cara
seperti ini juga disebut ‘aqr, yaitu melenyapkan nyawa dengan
melukai hewan dibagian manapun dari tubuhnya.dengan
menggunakan alat yang dapat mematikan, bukan dengan benda
berat atau batu. Artinya, tidak hanya sekedar melukai, menusuk

atau hanya mengalirkan darah dari tubuh hewan tersebut. Akam
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tetapi dalam penyembelihn itu, diisyaratkan oleh Syafiiyah agar
luka yang ditimbulkan itu menyebabkan kematian.

b) Cara penyembelihan binatang yang tidak bisa disembelih

Binatang yang tidak bisa disembelih ada dua macam, yaitu binatang
buruan dan binatang biasa (ternak) yang karena keadaan seperti kerbau
masuk sumur, lembu yang mengamuk dan lain-lain. Cara penyembelihan
binatang yang demikian adalah dengan melukainya dibagian tubuh yang
dapat mematikannya atau dengan cara yang paling bisa dilakukan seperti

menembak, dan lain-lain.

c. Binatang Yang Halal Disembelih

Penyembelihan yang dilakukan terhadap binatang yang halal dimakan
dimaksudkan untuk mensucikan binatang dari najis sehingga menjadikannya
halal untuk dimakan. Hal ini disebabkan karena mengalirnya darah dari binatang
yang disembelih menjadikan binatang itu suci dan baik. Semua binatang yang
dinilai oleh orang Arab (pada masa turunnya Al-Quran) halal, kecuali yang
diharamkan agama. Dengan penyembelihan binatang tersebut, dapat

membedakannya dengan bangkai yang diharamkan.

Menyembelih binatang secara syara’ memang menjadi syarat halalnya
binatang-binatang tertentu, akan tetapi ada pula binatang-binatang yang meskipun
disembelih secara syara’ tetap haram untuk dimakan. Diantara binatang yang

halal untuk dimakan adalah sebagai berikut:
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1) Binatang laut
Binatang laut adalah semua binatang yang hidupnya di dalam air.

Binatang ini semuanya halal, didapat dalam keadaan bagaimanapun,

apakah waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah

menjadi bangkai. Binatang itu berupa ikan ataupun semacamnya. Ada dua
pendapat ulama mengenai hukum memakan hewan laut.

a) Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa seluruh hewan yang hidup
di air haram dimakan kecuali ikan. Ikan halal dimakan meskipun
tanpa disembelih kecuali ikan yang mati dan terapung dengan perut
dipermukaan laut.

b) Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat dan pendapat ini
yang lebih shahih, bahwa hewan air seperti ikan dan sejenisnya yang
tidak dapat hidup kecuali di air seperti kepiting, ular air, anjing laut,
babi laut dan sejenisnya halal hukumnya untuk dimakan tanpa harus
disembelih. Bagaimanapun matinya tidak menjadi persoalan, baik
mati karena terbentur batu, mati karena dipukul atau karena pasang
surut air, baik mati tenggelam maupun terapung, jika memang tidak
dikhawatirkan membawa penyakit yang membahayakan?®.

2) Binatang darat
Hewan darat adalah hewan-hewan yang tidak dapat hidup kecuali di

darat. Hewan darat ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

2 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 329-330
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a)

b)

Hewan yang tidak punya darah sama sekali seperti belalang, lalat,
semut, lebah, ulat, cacing, tawon, lebah, kumbang, kalajengking, dan
lain-lain. Semuanya tidak boleh dimakan kecuali belalang karena yang
lainnya termasuk binatang yang buruk. Akan tetapi, belalang dengan
berbagai jenisnya dihalalkan. Ulama Malikiyyah sedikit berbeda
dalam pengambilan hukum belalang. Mereka mensyaratkan belalang
itu harus disembelih atau ada mati karena ada sebab, bisa dengan
memotong anggota tubuhnya, mbakarnya, atau dengan merebusnya.
Alasannya karena semua hewan darat yang tidak berdarat menurut
mereka juga perlu disembelih. Ulama Hanabilah berpendapat, makruh
hukumnya menelan belalanh hidup-hidup karena itu termasuk
menyakitinya.

Hewan darat yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti ular,
tokek dan sejenisnya, reptil atau tokek besar, segala jenis serangga,
dan hama tanah baik tikus maupun kutu unta, landak, biawak, jenis
tikus, musang dan sejenisnya, haram dimakan karena termasuk hewan
khabits atau buruk. Ulama Hanafiyyah dan satu gaul ulama
Malikiyyah mengharamkan memakan daging biawak karena
Rasulullah saw. melarang Aisyah memakannya ketika ia bertanya
mengenai biawak, akan tetapi mayoritas ulama membolehkan
memakan daging biawak karena Rasulullah saw. membiarkan para
sahabat makan daging biawak di hadapan beliau. Ulama Syafiiyah

membolehkan memakan daging landak, musang, rubah, yarbu’
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(sejenis tikus), al-fanak (sejenis musang) karena dianggap baik oleh
orang Arab. Kriterianya apa saja yang dianggap oleh penduduk Hijaz
termasuk baik, maka halal hukumnya. Sebaliknya jika dianggab
buruk, maka haram hukumnya.

c) Hewan darat yang mempunyai darah mengalir ditubuhnya, ada yang
jinak dan ada yang buas. Binatang ternak yang jinak seperti unta, sapi,
dan kambing hukumnya halal dimakan. Haram hukumnya memakan
daging bighal (peranakan kuda dan kedelai) dan keledai, namun halal
hukumnya memakan daging kuda meskipun makruh tanzih menurut
abu Hanifah. Sebab yang menjadikan makruhnya makan daging kuda
menurut  Hanafiyyah adalah karena kuda itu kendaraan yang
tunggangi dan berjihad, serta adanya hadits-hadits yang berbeda
mengenai halal dan haramnya kuda. Karena itu daging kuda
dimakruhkan untuk berhati-hati. Akan tetapi yang masyhur menurut

malikiyah hukum daging kuda adalah haram.?*

3. Sertifikat Penyembelihan Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014

a. Pengertian

Sertifikat halal MUI adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk yang sesuai
dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin

pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan yang

** Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 331-332
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berwenang. Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal disebutkan mengenai pengertian sertifikat halal, yang
berbunyi: “Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang
dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa

halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI"%,

Setelah mendapatkan Sertifikat Halal, produsen yang mengajukan
sertifikat halal akan mendapatkan Label Halal yang menjadi bukti kehalalan
produknya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal disebutkan juga mengenai pengertian Label Halal yang

berbunyi: “Label Halal adalah tanda kehalalan produk”26.

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat

kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;

2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan
yang berasal dari organ manusia,darah, kotoran-kotoran, dan lain
sebagainya;

3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata
cara syariat Islam;

4) Semua tempat penyimpanan, tempat jualan, pengelolaan, tempat
pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi;

5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengendung khamar.

% Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
%6 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
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Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan obat-obatan, kosmetik dan
produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status
kehalalan suatu produk, sehingga dapat menetralkan batin konsumen muslim.
Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki

kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal®’.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal dijelaskan bahwa ”Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”,”® setiap produk yang beredar di
Indonesia baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong
Hewan (RPH) yang termasuk juga Rumah Potong Ayam (RPA) dan
restoran/ketering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan

memenuhi persyaratan sertifikat halal.

Dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal hanya bersumber dari
ketentuan syariat. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal sebagai

berikut:

] 3%
w
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena

2" Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal, (Malang: UIN-
Maliki Press, 2011) 140-141
%8 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
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sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Bagarah,

168).%

Ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya
serifikat halal terhadap produ-produk (barang dan/ jasa) yang akan dikeluarkan
kepada konsumen. Pemberian sertifikat halal kepada perusahanaan yang
menghasilkan produk barang ataupun jasa, ketentuannya perlu diatar dalam
bentuk pemberlakukan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum
yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal

suatu produk diantaranya:

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan
Konsumen

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

4) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

5) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan
Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal®.

b. Ketentuan Sertifikat Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal suatu perusahaan harus mengikuti
ketentuan yang telah dibuat. Adapun ketentuan LPPOM terkait pemberian

sertifikat halal adalah sebagai berikut®:

» QS. Al-Bagarah (2): 168
%0 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal. 141-143
31 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal. 143
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1) Bagi Industri Pengolahan Dan Restoran:

2)

a)
b)

d)

Tidak menggunakan bahan yang mengandung babi dan turunannya.
Tidak menggunakan bahan yang mengandung khamar dan prosuk
turunannya.

Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal
disembelih menurut syari’at Islam yang dibuktikan dengan sertifikat
halal.

Tidak menggunakan bahan yang mengandung bahan-bahan lain yang
diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan
yang berdasal dari organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya.
Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan dan alat
transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau
barang yang tidak halal lainnya. Penggunaan fasilitas produksi untuk

produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Untuk Rumah Potong Hewan:

a)

b)

Harus memperkerjakan jagal yang beragama Islam dan terlatih dalam
proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam

Lokasi penyembelihan jauh dari tempat peternakan dan pemotongan
babi

Menerapkan standar pelaksanaan penyembelihan sesuai dengan syariat

Islam.

3) Persiapan Jaminan Halal Dari Perusahaan
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Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya,
amak yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
a) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal.

b) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan
rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.

c) Dalam pelaksanaannya, sistem jamina halal diuraikan dalam bentuk
panduan halal. Tujuannya untuk memberikan uraian sistem
manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal
ini  berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan
memelihara kehalalan produk tersebut.

d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi
setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.

e) Baik panduan halal maupun prsedur baku pelaksanaan yang disiapkan
harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga
seluruh jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betu
bagaimana memproduksi produk halal dan baik.

f) Produsen melakukan pemeriksaan intern serta mengevaluasi apakah
sistem jamina halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan
sebagaimana semestinya.

g) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum
seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari

bagian yang terkait dengan produksi halal®.

%2 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal, 144
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c. Proses Sertifikat Halal

1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus

2)

mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

a)

b)

Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan
bahan penolong serta bagan alir proses;

Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk
lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh
MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan
turunannya;

Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta

prosedur baku pelaksanaannya.

Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi

produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke

LPPOM MUI dan diperiksa Kkelengkapannya. Adapun Kketentuan

pemeriksaan di lokasi produsen (perusahaan) yaitu:

a)

b)

Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang
diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan
administrasi lainnya.

LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:
nama ketua tim dan anggota tim, serta penetapan hari dan tanggal
pemeriksaan.

Pada waktu yang telah ditentukan oleh tim auditor yang telah

dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan
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3)

4)

5)

6)

pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan
sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta
bantuannya untuk memeberikan informasi yang jujur dan jelas.

d) Pemeriksaaan (audit) produk halal mencakup: (a) manajeman produsen
dalam menjamin kehalalan produk; (b) observasi lapangan; (c)
pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung
babi atau turunannnya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap
perlu.

Hasil pemeriksaan (audit) dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat

tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat

laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk
diputuskan status kehalalnnya.

Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap

belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status

kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

Perusahaaan yang produknya telah mendapatkan sertifikat halal, harus

mengangkat auditor halal internal sebgai bagian dari sistem jaminan halal.

Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan

tambahan, atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal

internal  diwajibkan  segera  melaporkan  untuk  mendapatkan
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“ketidakberatan penggunaannya. Bila ada perubahan dengan produk halal

harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal®.

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, untuk daging yang diekspor
Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum
berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat
pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir
masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal

yang baru.
d. Sertifikat Halal dan Keterangan Halal

Hasil kajian yang memerlukan fatwa MUI disampaikan kepada MUI untuk
mendapatkan fatwa halal. Hasil kajian yang memerlukan fatwa halal dan MUI dan
yang telah mendapat fatwa halal dari MUI diterbitkan sertifikat halalnya dan
dikukuhkan oleh Menteri Agama. Menteri Agama melalui lembaga pemeriksaan
halal menyerahkan sertifikat halal kepada pemohon dengan tembusan kepada

Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui untuk
jangka waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Menteri Keuangan atas usul Menteri Agama menetapkan struktur biaya
sertifikat halal yang sama terhadap pemohon. Sertifikat dapat dicabut apabila
pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran di

bidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan

%3 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal 144-146
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mendapatkan rekomendasi dari Komite Halal Indonesia (KHI) untuk mencabut

sertifikat halal.

Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap
produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada
label setiap kemasan produk dimaksud, bentuk, warna, dan ukuran tentang
keterangan atau tulisan halal dan nomor registrasi halal ditetapkan oleh Menteri

Agama.**

% petunjuk Teknis Pedoman Sistem Jaminan Halal, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk
Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Peyelenggaraan Haji Departemen
Agama, (Jakarta: 2003) 165-166
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembagan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian
bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan
konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kostruksi
terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian adalah cara
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai
suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis

sampai menyusun laporan®.

Pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci,
terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyinggung dari pokok-pokok
permasalahan. Dengan demikian, suatu sistem metodologi yang terencana secara
teratur dan sistematis akan membantu terwujudnya hal tersebut. Maka dalam

penelitian ini diperlukan adanya metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
field research (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan
guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu tingkat pemahaman

hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban

% Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1
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sertifikat halal, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena
dalam penelitian ini tujuan untuk mengungkapkan fakta secara keseluruhan

melalui pengumpulan data di lapangan.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
feminologis®. Pendekatan adalah berhubungan dengan cara seseorang mininjau
dan menyelesaikan persoalan tersebut. Fenomenologi merupakan salah satu
pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang memahami inti
pengalaman dari suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Metode kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan
yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.
Sehingga dalam penelitian bisa menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman
hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban
sertifikat halal perspektif figih muamalah dan Undang-undang no.33 tahun 2014

tentang jaminan produk halal.

. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan kepada pengusaha Rumah Potong
Ayam di Kota Malang diantaranya 3 di Kedung Kandang yaitu rumah potong
ayam lbu Lilik dan Ibu Sumiati yang terletak di Jalan Kebalen Rt 06 Rw 04 Kota
lama Kedung Kandang dan Bapak Saiful di Jalan Kebalen gang 8 No.4 Kota

Lama KedungKangdang; 2 di Blimbing yaitu Bapak Jamal di Jalan Muharto

% Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
23
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No0.26 Rt 02 Rw 07 Jodipan Blimbing dan Bapak Nur Fadhilah di Jalan Sebuku
No.36 Bunulrejo Blimbing; dan 2 di Sukun yaitu Ibu Horiyeh di Jalan Lubi-lubi 6
Anggur, pisang candi sukun dan Bapak Abdul di Jalan Sidorahayu, Bakalankrajan
Sukun. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada responden yang peneliti ambil dari 7
pengusaha potong ayam hanya ada satu pengusaha yang mendaftarkan sertifikat

halalnya.

. Sumber data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh®.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer
Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan. Data
lapangan itu diperoleh dari responden. Responden, yaitu orang atau
kelompok masyarakat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang

terkait secara langsung dengan masalah.

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung
dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan®.
Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan.
Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah pengusaha

tujuh rumah potong ayam di Kota Malang.

%7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2006) 129
%8 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 30
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2. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau
Undang-undang, dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku yang membahas
mengenai tingkat pemahaman hukum dan kewajiban sertifikat halal. Serta

dari artikel, jurnal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data
Dalam bagian ini, bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena
dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder,
yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer

dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh
subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek studi dokumentasi yang
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media
tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek

yang bersangkutan.

2. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
Adapun macam observasi melihat langsung mulai dari proses pemotongan,

yang dilakukan terkait dengan bagaimana tingkat pemahaman hukum

51



pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban
sertifikat halal Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran
hukum bagi mereka.
3. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka,
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah
peneliti kepada responden®. Metode yang digunakan vaitu teknik
wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara tersebut semua keterangan
yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan
baik. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan
secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang
akurat dari orang yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan tujuh

pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang.

F. Metode Pengelolahan Data
Setelah data didapat, tahap selanjutnya adalah pengolahan data sesuai
dengan pendekatan yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan dan
mempermudah pemahaman maka peneliti melakukan beberapa upaya diantaranya

adalah:

% Amiruddin, Pengantar metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) him
82
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1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap ini meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari
kelengkapan dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan
rumusan masalah serta keakuratan data yang diperoleh dari narasumber
yaitu pengusaha rumah potong ayam.

2. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban
kepada narasumber baik yang berasal dari wawancara maupun dari
observasi agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan
untuk memilah data yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan
peneliti.

3. Verifikasi (verifying)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin
validitas data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan
pengecekan kembali data yang sudah terkumpul dengan kenyataan yang
ada dilapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis data (analyzing)

Dalam hal ini data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan
kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk
memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (concluding)
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Pada kesimpulan ini peneliti mengerucutkan persoalan diatas
dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,
tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk

memahami data.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Paparan Data

1. Deskripsi lokasi penelitian

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur,
kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini didirikan pada masa
Kerajaan Kanjuruan dan terletak di dataran tinggo seluas 145,28 km yang terletak
ditengah-tengah Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal baik karena dicap
sebagai kota pendidikan. Kota ini memiliki berbagai Perguraan Tinggi terbaik
sepert Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Mglang. Selain itu, kota ini merupakan Kota
pariwisata karena alamnya yang menawan yang dikelilingi oleh pegunungan serta
udaranya yang sejuk. Kota Malang pun terkenal dengan kota bunga karena

sebagai kota bunga banyaknya bunga yang menghiasi kota.*

Peninggalan Belanda pada umumnya berupa bangunan-bangunan kuno
seperti Gereja Kayutangan yang berarsitektur gotik. Malangpun mengadakan
berbagai acara untuk melestarikan cagar budayanya, salah satunya Malang Tempo
Doeloe. Malang pun memiliki banyak peninggalan sejarah yang menjadi markah

tanah seperti Tugu Malang.

“Http://Id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
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Sebagai daerah yang berjaya sejak dahulu, Kota Malang sudah mengalami
beberapa kali pergantian pemerintahan. Pada Abad ke-8 M, Malang menjadi ibu
kota Kerajaan Kanjuruan yang Rajanya bernama Gajayana. Setelah Belanda
Masuk, pemerintah memusatkan kedudukannya di sekitar Kali Brantas. Pada
tahun 1824 Malang menjadi bagian Republik Indonesia pada 21 September 1945
dan dimasuki kembali pada 2 Maret 1947 setelah diduduki kembali oleh Belanda.

Pemerintahan diubah menjadi Pemerintah Kota Malang pada 1 Januari 2001.

b. Kondisi Geografis

Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan
Pulau Jawa. Kota ini dibatasi oleh Kecamatan Karangploso di sisi utara,
Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang disisi timur, Kecamatan Tajinan dan
Kecamatan Pakisji di sisi selatan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau disisi

barat yang semuanya merupakan kecamatan di Kabupaten Malang.

Bagian-bagian Kota Malang memiliki kekhasan sendiri sehingga memiliki
kecocokan tersendiri dalam berbagai aktivitas sehingga memiliki kecocokan
tersendiri dalam berbagai aktivitas. Bagian selatan Kota Malang merupakan
dataran tinggi yang cukup luas sehingga cocok untuk industri, bagian utara
merupakan dataran tinggi yang subur sehingga cocok untuk pertanian, bagian
timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur, dan bagian barat

merupakan dataran tinggi yang amat luas dan kini menjadi daerah pendidikan.

Kota Malang dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta

terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas
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yang mata airnya terletak di lereng Gunung Arjuno di sebelah barat laut kota.
Sungai kedua terpanjang di Malang adalah sungai Metro yang melalui Kota

Malang di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun.

Kota Malang berada di dataran tinggi. Kota ini terletak pada ketinggian
antara 440-667 meter di atas permukaan air laut. Titik tertinggi kota ini berada
Citra Garden City Malang, sebuah kota Mandiri, sedangkan wilayah terendah
Kota Malang berada di Kawasan Dieng. Kota Malang dikelilingi oleh beberaoa
gunung serta pegunungan. Kota ini dikelilingi oleh Gunung Arjuno sebelah utara,
Gunung Semeru disebelah timur, Gunung Kawi dan Gunung Panderman di

sebelah barat, Gunung Kelud di sebelah selatan.

Secara administratif wilayah Kota Malang dibagi menjadi 5 Kecamatan. 5
Kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 57 kelurahan. Kecamatan Klojen,
Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Sukun memiliki 11 keluranan, sedangkan
Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru memiliki 12 Kelurahan.

Kode pos Kota pun dimulai dari 65111-65149.

c. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih 7 rumah potong ayam yang
dijadikan objek penelitian. Lokasi yang dipilih ada 3 Kecamatan di Kota Malang

yaitu; 3 Kedungkandang, 2 Blimbing dan 2 di Sukun.

Lokasi pertama adalah di Rumah Potong Ayam Maman yang terletak di
Jalan Kebalen Wetan No.19 RT.06 RW.04 Kota Lama Kedungkandang. Pemilik

Rumah Potong Ayam ini adalah Ibu Lilik. Rumah Potong Ayam ini berdiri sejak
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tahun 1998 dan mempunyai 4 pegawai yang membantu sebagai penyembelih dan
pengelolah. Setiap harinya rumah potong ayam ini menyembelih sekitar 400 ekor

yang dikirim ke restoran dan dijual ke pasar.

Lokasi kedua tidak jauh dari lokasi penelitian pertama, yaitu sebrang jalan
dari lokasi Rumah Potong Ayam Bu Lilik. Pemilik Rumah Potong Ayam ini
adalah Ibu sumiati, yang berdiri sejak tahun 1985. Rumah potong Ayam ini
memiliki 5 pegawai, khusus penyembelih ada 3 orang dan yang 2 orang untuk
mengelolah. Setiap harinya rumah potong ayam ini menyembelih sekitar 300-400

ekor yang dikirim ke rumah makan dan dijual di pasar.

Lokasi ketiga adalah rumah potong ayam Hamidah Jamal yang terletak di
Jalan Muharto 2 No0.26 RT 2 RW 7 Jodipan Blimbing. Pemilik Rumah Potong
Ayama ini adalah Bapak Jamal dan sudah berdiri sejak tahun 1996. Rumah
Potong Ayam ini mempunyai 1 pegawai yang setiap harinya menyembelih sampai
mengelolah ayam. Setiap harinya rumah potong ayam ini menyembelih sekitar

100 ekor yang dijual di pasar.

Lokasi keempat adalah rumah potong milik lbu Horiyeh yang terletak di
Jalan lubi-lubi 6 Anggur, Pisang Candi Sukun. Rumah potong ayam ini berdiri
sejak tahun 2010. Rumah potong ayam ini mempunyai 1 pegawai yang setiap
harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah potong

ayam ini menyembelih sekitar 70 ekor yang dijual di pasar.

Lokasi kelima adalah rumah potong ayam milik Bapak Abdul yang

terletak di Jalan Sidorahayu, Bakalankrajan, Sukun. Rumah potong ayam ini
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berdiri sejak tahun 2005. Rumah potong ayam ini mempunyai 3 pegawai yang
setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah
potong ayam ini menyembelih sekitar 150-200 ekor yang dijual di pasar dan

dikirim ke rumah makan.

Lokasi keenam adalah rumah potong ayam milik Bapak Nur Fadhilah
yang terletak di Jalan Sebuku No.36 Bunulrejo Blimbing. Rumah potong ayam ini
berdiri sejak tahun 1999. Rumah potong ayam ini mempunyai 2 pegawai yang
setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah
potong ayam ini menyembelih sekitar 200 ekor yang dijual di pasar dan ada yang

dikirim ke pelanggan rumah makan.

Lokasi ketujuh adalah rumah potong ayam milik Bapak Saiful yang
terletak di Jalan Kebalen gang 8 No.4 Kota Lama Kedungkangdang. Rumah
potong ayam ini berdiri sejak tahun 1999. Rumah potong ayam ini mempunyai 3
pegawai yang setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap
harinya rumah potong ayam ini menyembelih sekitar 200-300 ekor yang dijual di

pasar dan dikirim ke rumah makan.

2. Deskripsi Terhadap Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah

Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman hukum, dapat
dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pengusaha rumah
potong ayam terhadap kewajiban sertifikat halal. Dalam penelitian ini peneliti

melakukan wawancara kepada pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang
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mengenai pengetahuan hukum pengusaha terhadap kewajiban sertifikat halal.

Berikut hasil wawancara dengan narasumber.
Narasumber rumah potong ayam Ibu lilik mengatakan**:

“Rumah potong ayam saya sudah mempunyai sertifikat halal masa
berlakunya sampek Desember 2019 ini, kita kan suplayer ke rumah
makan66 biasanya rumah makan yang besar minta bersetifikat halal
langsung jika tidak ada sertifikat tidak mau. Kalau di pasar jarang yang
bersertifikat halal. Dan sejauh ini belum ada pengecekan langsung dari
\Y10) i

Narasumber rumah potng ayam Ibu Sumiati mengatakan®:

“Mengenai sertifikat halal rumah potong ayam saya sudah mengetahui,
akan tetapi rumah potong ayam ini belum bersertifikat halal. Belum ada
waktu untuk ngurusinya. Apalagi harus ke Surabaya. Kalau dari MUI
sendiri belum ada penyuluhan mengenai sertifikat halal

Narasumber rumah potong ayam Bapak Jamal mengatakan**:

“Mengenai sertifikat halal rumah potong ayam saya sudah mengetahui,
akan tetapi rumah potong ayam ini belum berserifikat halal”.

Narasumber rumah potong ayam Ibu Hoiriyah mengatakan®*:

“Mengenai sertifikat halal rumah potong ayam saya belum tau dan rumah
potong ayam disini juga belum sertifikat halal”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Abdul mengatakan®:

“Mengenai sertifikat halal rumah potong ayam saya sudah mengetahui dan
mengerti arti pentingnya sertifikat halal, namun rumah potong saya belum
memiliki sertifikat halal”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Nur Fadhilah mengatakan*®:

*lbu Lilik (Malang, 7 Agustur 2019)

* lbu Sumiati (Malang, 7Agustus 2109)
* Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019)
* Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus 2019)
** Bapak Abdul (Malang, 8 Agustus 2019)
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“Mengenai sertifikat sendiri saya pernah dengar dan mengetauhi kalau
rumah potong ayam ada sertifikat halalnya, namun saya belum
mendaftarkannya”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Saiful mengatakan®’:

“Mengenai sertifikat halal rumah potong ayam saya mengetahui tapi tidak
mempunyai waktu buat mendaftarkan ”.

Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai pengetahuan
hukum pengusaha terhadap kewajiban sertifikat halal, kebanyakaan dari
pengusaha rumah potong ayam sudah mengetahui adanya sertifikat halal namun
hanya satu yang memiliki sertifikat halal. Kemudian terkait dengan pemahaman
hukum pengusaha rumah potong ayam mengenai cara mendapatkan sertifikat
halal dan pernakah ada sosialisasi dari MUI terkait dengan sertifikat halal. Berikut

wawancara dengan narasumber.
Narasumber rumah potong ayam Ibu lilik mengatakan*®:

“Mengenai pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal saya tau tapi cara
memperoleh sertifikat halal saya tidak tau. Waktu itu yang mengurusi
sertifikat rumah potong ayam ini Paman saya”. Kalau sosialisasi sendiri
dari PMI sampek sekarang belum ada

Narasumber rumah potng ayam Ibu Sumiati mengatakan®®:

“Mengenai  pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal dan cara
memperoleh sertifikat halal saya tidak tau. Belum ada waktu untuk
ngurusinya. Apalagi harus ke Surabaya”.

a6 Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
*’ Bapak Saiful (Malang, 8 Agustus)

*® Ibu Lilik (Malang, 7 Agustur 2019)

* Ibu Sumiati (Malang, 7Agustus 2109)
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Narasumber rumah potong ayam Bapak Jamal mengatakan®:

“Mengenai pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal dan cara
memperolehnya saya tidak tau dan menurut saya susah karena harus
mengurusi ke Surabaya, iya kalau satu hari jadi kalau tidak, saya kan harus
jualan di pasar. Dulu pernah di pasar ada penyuluhan langsung dari badan
BPOM dan dapat uang Rp. 300.000 tetapi harus mengurusi ke Surabaya.
Waktu itu saya tidak bisa karena terkendala oleh jualan. Kalau ada
pemutihan atau penyuluhan lagi saya mau ikut. Namun itu sudah lama 5
tahun tidak ada lag1” >

Narasumber rumah potong ayam Ibu Hoiriyah mengatakan®:

“Mengenai pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal dan cara
memperolehnya saya belum tau karena tidak ada sosialisasi juga dari
PMI“.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Abdul mengatakan®?:

“Untuk pemahaman 1isi dari regulasi sertifikat halal dan cara
memperolehnya saya sedikit tau, namun saya belum ngurusi sertifikat
halal. Sosialisasi juga belum ada”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Nur Fadhilah mengatakan®*:

“Saya belum tau cara memperoleh sertifikat halal ya, karena rumah potong
ayam saya belum bersertifikat halal”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Saiful mengatakan®>:

“Saya kurang faham dengan isi regulasi sertifikat halal, sedangkan untuk
memperolehnya saya belum tau”.

Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai pemahaman
hukum pengusaha rumah potong ayam mengenai cara mendapatkan sertifikat

halal dan pernakah ada sosialisasi dari MUI terkait dengan sertifikat halal. Peneliti

>0 Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019)

> Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019)

>? Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus 2019)

>* Bapak Abdul (Malang, 8 Agustus 2019)

>* Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
>> Bapak Saiful (Malang, 8 Agustus)

62



dapat menarik kesimpulan bahwasannya kebanyakan dari pengusaha rumah
potong ayam disini kurang mengenai isi dari regulasi sertifikat halal, dan untuk
cara memperolehnya kesuluruhan pengusaha rumah potong ayam ini belum
mengetahuinya, apalagi minimnya sosialisasi dari MUI. Kemudian mengenai
sikap hukum pengusaha untuk menerima dan mematuhi regulasi sertifikat halal,
dan apakah pengusaha rumah potong ayam keberatan untuk mentaati regulasi

sertifikat halal. Berikut wawancara dengan narasumber:
Narasumber rumah potong ayam Ibu lilik mengatakan®:

“Untuk mematuhi regulasi sertifikat halal saya menerima dan tidak
keberatan untuk mematuhinya, karena rumah potong ayam saya sendiri
juga sudah bersertifikat halal”.

Narasumber rumah potng ayam Ibu Sumiati mengatakan®":

“Iya saya menerima dan tidak keberatan dengan peraturan yang sudah
ada”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Jamal mengatakan®®;

“Saya si menerima dan tidak keberatan dengan ketentuan yang sudah ada.
Namun, mengenai kehalalan Ayamnya menurut saya sudah halal karena
dulu sering dari BPOM itu kesini melihat cara memotong dan langsung
diberi penyuluhannya. itupun karena dari langganan saya perusahaan di
karangploso di bidang pangan yang meminta karena akan didaftarkan ke
BPOM.

Narasumber rumah potong ayam Ibu Hoiriyah mengatakan®®:

“saya menerima dan tidak keberatan dengan peraturan yang sudah ada,
kalau bisa ada penyuluhannya supaya saya juga mengerti mengenai
sertifikat halal”.

*® Ibu Lilik (Malang, 7 Agustur 2019)

>’ Ibu Sumiati (Malang, 7Agustus 2109)
> Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019)
>® Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus 2019)
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Narasumber rumah potong ayam Bapak Abdul mengatakan®®:

“Saya menerima dan tidak keberatan, bahwan saya juga senang kalau
rumah potong ayam banyak yang bersertifikat halal. Supaya meyakinkan
juga untuk konsumen”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Nur Fadhilah mengatakan®*:

“Saya menerima dan tidak keberatan sama sekali”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Saiful mengatakan®?:

“Mengenai hal ini insya Allah saya menerima dan tidak keberatan sama
sekali”.

Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai sikap hukum,
pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang cukup menerima dan tidak
keberatan dengan ketentuan yang ada. Kemudian mengenai perilaku hukum,
apakah rumah potong ayam memasang keterangan halal walau tidak bersertifikat
halal atau tidak memasang karena tidak bersertifikat halal. Berikut wawancara

dengan narasumber:
Narasumber rumah potong ayam Ibu lilik mengatakan®:

“Kebetulan rumah potong ayam saya sudah bersertifikat halal karena
selain dijual kepasar juga dikirim ke rumah makan. Kalau di pasar saya
memasang keterangan halal”.

Narasumber rumah potang ayam Ibu Sumiati mengatakan®*:

“Saya tidak memasangnya”.

60 Bapak Abdul (Malang, 8 Agustus 2019)

o1 Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
®? Bapak Saiful (Malang, 8 Agustus)

® Ibu Lilik (Malang, 7 Agustur 2019)

* Ibu Sumiati (Malang, 7Agustus 2109)
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Narasumber rumah potong ayam Bapak Jamal mengatakan®:

“Saya tidak memasangnya karena belum berserifikat halal dipasarpun juga
tidak begitu berpengaruh konsumen tau mana ayam yang halal dan ayam
bangkai”.

Narasumber rumah potong ayam Ibu Hoiriyah mengatakan®:

“Saya tidak memasang, karena tidak ada sertifikat halal”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Abdul mengatakan®’:

“Tidak memasang”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Nur Fadhilah mengatakan®®:

“Saya tidak memasang, walaupun begitu kalau buat konsumen di pasar
gak masalah, konsumen bisa sudah bisa membedakan”.

Narasumber rumah potong ayam Bapak Saiful mengatakan®®:

“Kalau tidak memiliki sertifikat halal, kenapa harus memasang keterangan
halal? Ya harus jujur lah. Saya tidak akan memasang”.

Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kesadaran
hukum pengusaha rumah potong ayam, peneliti mencari kesimpulan faktor
penyebab yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kesadaran hukum para pengusaha rumah potong ayam terhadap kewajiban

sertifikat halal dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. tidak mempunyai waktu

6 Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019)

* Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus 2019)

®” Bapak Abdul (Malang, 8 Agustus 2019)

®® Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
% Bapak Saiful (Malang, 8 Agustus)
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6 dari 7 narasumber rumah potong ayam mengatakan mengetahui sertifikat
halal akan tetapi pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan perilaku untuk

mendaftarkan sertifikata halal. Dari rumah potong ayam ada yang mengatakan”

“Belum ada waktu untuk ngurusinya. Apalagi harus ke Surabaya” 0,

“Menurut saya susah kalau harus mengurusi ke Surabaya, iya kalau satu
5 71

hari jadi kalau tidak, saya kan harus jualan di pasar” '".
Perkataan tersebut menandakan bahwasannya pengusaha rumah potong
ayam setengah hati untuk mendapatkan sertifikat halal. Apabila benar-benar sadar

akan pentingnya sertifikat halal, waktu bukan penghalang untuk mengurusi dan

mendaftarkan sertifikat halal.

b. Sudah Terjamin Halal

Seorang pengusaha tidak dapat mengklaim sendiri mengenai produk yang
dihasilkan sudah terjamin kehalalannya, meskipun pengusaha rumah potong ayam
beranggapan bahwasanya ayam yang mereka sembelih terjamin kehalalannya,
karena tahap penyembelihannya mulai dari syarat penyembelih, tata cara
penyembelihan, alat penyembelihan, anggota yang disembelih hingga pemisahan
ayam yang benar-benar sudah mati dengan ayam yang gagal disembelih sudah
sesuai dengan syariat Islam. Maka dalam hal kesadaran hukum para pengusaha
rumah ayam belum bisa dikatakan sadar dan taat akan ketentuan mengenai
sertifikat halal khususnya Undang-Undang No0.33 Tahun 2014 tentang jaminan

produk halal.

7 |bu Sumiati (Malang, 7Agustus 2109)
& Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019)
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c. Tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikat halal

Kurangnya pemahaman pengusaha rumah potong ayam menyebabkan
ketidaktahuan mengenai tata cara pendaftaran sertifikat halal, begitupun proses
apa saja yang dibutukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Seperti halnya dari
tujuh tempat penelitian yang dilakukan, satu sedikit mengetahui sedangkan yang
enam diantaranya tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran sertifikat
halal. Pengakuan ini menguatkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebabkan

para pelaku usaha tidak malakukan sertifikat halal.

Dilihat dari faktor yang melakarbelakangi tingkat pemahaman hukum
pengusaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikat halal, alasan tersebut
yang menyebabkan tingkat kesadaran bagi mereka. Pengetahuan mereka tentang
sertifikat halal tidak diimbangi dengan perilaku hukum, yang ketentuannya

tersebut baik untuk usahanya.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan
hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara
teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran
hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya
rendah maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman hukum masih rendah
atau sebaliknya, apabila berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran
hukumnya tinggi. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat

mempengaruhi pelaksanaan hukum. Tingkat pemahaman hukum yang rendah
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akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingkat tingginya
pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam

pelaksanaan hukum.

. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah
Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal
Perspektif Figih Muamalah

Penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup binatang
untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang
sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan
mengkonsumsinya. Pelaksanaan penyembelihan dimaksudkan untuk melepaskan
nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang
kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam
selain kuku, tulang dan gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam penyembelihan

masuk syarat penyembelihan.

Dari data yang peneliti lihat bahwasanya praktik penyembelihan di rumah
potong ayam yang ada di Kota Malang masih menggunakan alat tradisional,
namun dikarenakan jumlah permintaan ayam yang berbeda, ada perbedaan

didalam pengolahannya.

Proses pertama yang dilakukan rumah potong ayam sebelum melakukan
penyembelihan adalah persiapan ayam. Rumah potong ayam yang ada di Kota

Malang ini tidak memiliki peternakan sendiri ayam yang akan dipotong, akan
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tetapi memasok dari perusahaan dengan sistem kemitraan. Sistem pembeliannya
juga tidak secara langsung datang ke tempat, pihak perusahaan akan menghubungi
pemilik rumah potong ayam untuk mengambil ayamnya di kandang-kandang yang
dimiliki oleh perusahaan, karena pengambilan ayam tidak hanya di satu tempat
saja tergantung perusahaan tersebut. Pengambilan ayam dilakukan saat sore hari,
sebelum ayam disembelih pada pagi harinya. Ayam yang datang akan ditampung

di kandang yang dimiliki oleh rumah potong ayam tersebut.

1. Tahap penyembelihan

Rumah Potong Ayam Maman mempunyai 4 pegawai yang membantu
sebagai penyembelih dan pengelolah. Setiap harinya rumah potong ayam ini
menyembelih sekitar 400 ekor yang dikirim ke restoran dan dijual ke pasar.
Penyembelih merupakan seorang Muslim dan baligh yang sudah mngerti
mengenai tata cara penyembelihan ayam. Penyembelihan dimulai pukul 01.30
WIB ayam yang diambil dari kandang dipilih terlebih dahulu dan langsung
disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dan membaca bismillah
dalam hati. Bagian yang disembelih adalah leher Ayam yang telah disembelih
kemudian diletakkan pada wadah untuk menunggu ayam tersebut benar-benar

mati atau belum.

Rumah Potong Ayam Ibu sumiati ini memiliki 5 pegawai, khusus
penyembelih ada 3 orang dan yang 2 orang untuk mengelolah. Setiap harinya
rumah potong ayam ini menyembelih sekitar 300-400 ekor yang dikirim ke rumah

makan dan dijual di pasar. Penyembelih merupakan seorang Muslim dan baligh
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yang sudah mngerti mengenai tata cara penyembelihan ayam. Penyembelihan
dimulai pukul 11.00 WIB ayam yang diambil dari kandang dipilih terlebih dahulu
dan langsung disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dan
membaca bismillah. Bagian yang disembelih adalah leher Ayam yang telah
disembelih kemudian diletakkan pada wadah untuk menunggu ayam tersebut

benar-benar mati atau belum.

Rumah potong ayam Hamidah Jamal yang mempunyai 1 pegawai yang
setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah
potong ayam ini menyembelih sekitar 100 ekor yang dijual di pasar. Penyembelih
merupakan seorang Muslim dan baligh dan sudah mengerti mengenai tata cara
penyembelihan ayam beliau sudah bekerja 3 tahun. Penyembelihan dimulai pukul
03.00 WIB ayam yang diambil dari kandang dan langsung disembelih satu persatu
menggunakan pisau yang tajam dan membaca bismillah dalam hati. Bagian yang
disembelih adalah leher Ayam yang telah disembelih kemudian diletakkan pada

wadah untuk menunggu ayam tersebut benar-benar mati atau belum.

Rumah potong milik Ibu Horiyeh yang mempunyai 1 pegawai yang setiap
harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah potong
ayam ini menyembelih sekitar 70 ekor yang dijual di pasar. Penyembelih
merupakan seorang Muslim dan baligh yang sudah mengerti mengenai tata cara
penyembelihan ayam. Penyembelihan dimulai pukul 11.00 WIB ayam yang
diambil dari kandang dan langsung disembelih satu persatu menggunakan pisau

yang tajam dan membaca bismillah. Bagian yang disembelih adalah leher Ayam
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yang telah disembelih kemudian diletakkan pada wadah untuk menunggu ayam

tersebut benar-benar mati atau belum.

Rumah potong ayam milik Bapak Abdul yang mempunyai 3 pegawai yang
setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah
potong ayam ini menyembelih sekitar 150-200 ekor yang dijual di pasar dan
dikirim ke rumah makan. Penyembelih merupakan seorang Muslim dan baligh
yang sudah mengerti mengenai tata cara penyembelihan ayam. Penyembelihan
dimulai pikul 00.00 WIB ayam yang diambil dari kandang dan langsung
disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dan membaca bismillah
dalam hati. Bagian yang disembelih adalah leher Ayam yang telah disembelih
kemudian diletakkan pada wadah untuk menunggu ayam tersebut benar-benar

mati atau belum.

Rumah potong ayam milik Bapak Nur Fadhilah yang mempunyai 2
pegawai yang setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap
harinya rumah potong ayam ini menyembelih sekitar 200 ekor yang dijual di pasar
dan ada yang dikirim ke pelanggan rumah makan. Penyembelih merupakan
seorang Muslim dan baligh yang sudah mengerti mengenai tata cara
penyembelihan ayam. Penyembelihan dimulai pukul 01.00 WIB ayam yang
diambil dari kandang dan langsung disembelih satu persatu menggunakan pisau
yang tajam dan membaca bismillah dalam hati. Bagian yang disembelih adalah
leher Ayam yang telah disembelih kemudian diletakkan pada wadah untuk

menunggu ayam tersebut benar-benar mati atau belum.
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Rumah potong ayam milik Bapak Saiful yang mempunyai 3 pegawai yang
setiap harinya menyembelih sampai mengelolah ayam. Setiap harinya rumah
potong ayam ini menyembelih sekitar 200-300 ekor yang dijual di pasar dan
dikirim ke rumah makan. Penyembelih merupakan seorang Muslim dan baligh
yang sudah mngerti mengenai tata cara penyembelihan ayam. Penyembelihan
dimulai pikul 11.30 WIB ayam yang diambil dari kandang dan langsung
disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dan membaca bismillah
dalam hati. Bagian yang disembelih adalah leher. Ayam yang telah disembelih
kemudian diletakkan pada wadah untuk menunggu ayam tersebut benar-benar

mati atau belum.

Dari ketujuh rumah potong ayam tersebut tidak ada perbedaan yang berarti
mengenai tata cara penyembelihnnya baik rumah potong ayam yang sudah
memiliki sertifikat halal maupun tidak. Cara penyembelihan ayam yang dilakukan
di Kota Malang ini masih menggunakan cara yang tradisional begitupun dengan
peralatannya. Tidak ada mesin yang membantu penyembelihan, hanya
menggunakan pisau yang tajam, dilakukan oleh seorang yang sudah baligh, dan
membaca basmalah ketika hendak menyembelih. Cara menyembelihnya sekali
gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dipastikan pisau dapat memutus
atau memotong 3 saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (qultum), saluran makanan
(mar’i), dan pembuluh darah (wadajain). Dari keterangan tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwasannya pengusaha rumah potong ayam yang ada di Kota

Malang ini sudah memahami ketentuan penyembelihan secara syar’i.
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Makanan yang berhubungan dengan penyembelihan harus diperhatikan
betul tentang jenis binatang apa yang harus disembelihnya, siapa yang
menyembelihnya, bagaimana menyembelihnya, serta apa yang dibaca pada saat
menyembelih. Oleh karena itu, haram hukumnya makan daging binatang yang
matinya karena dicekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam
binatang buas atau yang disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai.
Dasar mengenai penyembelihan terhadap binatang yang hendak dimakan adalah

firman Allah Surah Al-Maidah ayat 3:
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Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan yang) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
kepada mereka dan takkutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Kuucapkan kepadamu nikmatKu dan telah
Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allan Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah:3).

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyembelihan menurut Islam ada
empat hal, yaitu syarat bagi penyembelih, alat penyembelihan, anggota tubuh

yang harus disembelih dan tata cara penyembelihan.
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a. Penyembelih

Untuk memenuhi syarat bagi penyembelih orang yang
menyembelih binatang harus muslim, atau minimal orang yang beragama
samawi (Yahudi atau Nasrani yang masih orisinil). Sembelihan Ahli Kitab
adalah halal, tetapi yang lebih utama adalah sembelihan orang muslim™.
Jumhur ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi
yang menerima kitab Taurat dan orang Kristen yang menerima kitab Injil.
Selain mereka, tidak masuk Ahli Kitab dan sembelihan mereka haram bagi

umat Islam.”

Selain muslim penyembelih juga harus dewasa, sehat jasmani dan
rohani. pendapat yang rajah adalah pendapat jumhur ulama yang
mensyaratkan akal, sebab penyembelihan itu merupakan salah satu sarana
ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal itu tidak terjadi jika
orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak

kecil yang belum tamyiz.
Membaca Basmalah

Setelah beragama Islam, syarat yang harus dilakukan seorang yang
dibolehkan menyembelih hewan adalah mengucapkan kalimat bismillah
wa Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah ini, akan membuat rukun

dalam penyembelihan atau potong ayam ini menjadi sah. Ulama

"2 Thobieb Al-Asyar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani,

(Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 212
® Departemen Agama RI, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta: t.p, 2003), 122
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Syafi’iyah menambahkan agar membaca sholawat atas Nabi Saw. setelah
menyembalih karena itu termasuk bentuk kataatan. Doa menyembelih

ayam:

Artinya: "Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat dari-Mu dan
dengan ini aku bertagarrub kepada-Mu karenanya hai Tuhan Maha

Pemurah, terimalah tagarrubku”.
c. Alat Penyembelih

Disyaratkan menyembelih dengan alat yang tajam dan sekiranya
mempercepat kematian binatang dan meringankan rasa sakit binatang
tersebut. Alat penyembelih harus tajam yang memungkinkan darah
binatang mengalir dan tenggorokannya terputus. Alat tersebut misalnya
pisau, batu, kayu, pedang, kaya dan semua yang memiliki sisi tajam
sedangkan gigi tidak diperbolehkan. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyah
secara umum cenderung membolehkan mengenai gigi, kuku, dan tulang
untuk  menyembelih, namun syafiiyah dan Hanabilah tidak

membolehkan’,

d. Anggota yang Disembelih
Pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat

bagian leher tersebut karena mempermudah keluarnya ruh dari tubuh

"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 327
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binatang. Tindakan ini merupakan bentuk pembuatan baik terhadap
binatang yang disembelih dan akan sempurna apabila telah memotong
empat bagian pada leher binatang, yaitu: Tenggorokan (Hulgum),
kerongkongan (Mari’), urat leher pada saluran pernafasan, urat leher pada
saluran makanan. Hulqum adalah saluran pernafasan atau tenggorokan,
mari’ adalah saluran makanan sampai ke usus besar atau kerongkongan.
Keduanya memiliki pembuluh darah atau urat yang berada di dua sisi leher
yang dimaksud dengan wadijain, dua urat leher atau dua pembuluh darah
pada leher.

Tata Cara Penyembelihan

Ulama Syafiiyah juga membagi cara penyembelihan menjadi tiga

bagian yaitu:

(4) Dzabh adalah penyembelihan dengan memotong halaq (leher
bagian atas) dan urat lewatan makanan. Semua hewan juga
menggunakan penyembelihan model ini.

(5) Nahr adalah memotong pertengahan dada hewan atau leher bagian
bawah. Penyembelihan cara ini hukumnya sunnah untuk
menyembelih unta.

(6) ‘Agr adalah penyembelihan ketika kondisi darurat, yaitu dengan
cara melukai hewan bagian manapun dari tubuh hewan tersebut
dengan tujuan menghilangkan nyawanya.penyembelihan ini bisa
dilakukan terhadap hewan sembelihan yang lari dan susah

ditangkap.
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2. Tahap pengolahan

Proses selanjutnya setelah penyembelihan adalah proses pengolahan. Pada
tahap ini rumah potong ayam di Kota Malang melakukan proses yang sama
setelah ayam tersebut disembelih. Proses pengolahan ayam terbagi dalam enam

tahap, yaitu:

a. Perendaman

Ayam yang sudah disembelih akan direndam di dalam air panas
yang tidak mendidih selama kurang lebih 3 menit dengan cara sambil
diaduk. Wadah yang digunakan adalah sebuah panci dengan kapasitas 15-

20 ekor ayam dalam sekali rendaman.

b. Pencabutan bulu

Setelah ayam direndam, tahap selanjutnya adalah pencabutan bulu
ayam. Pencabutan bulu ini setiap Rumah Potong Ayam berbeda ada yang
menggunakan tangan ada juga yang menggunakan mesin bubut bulu ayam
yang mempunyai kapasitas 15-20 ekor dalam sekali pencabutan. Namun,
jika kurang bersih bisa menggunakan tangan juga. Namun perbedaan
disini tidak berdampak kepada ayam, hanya saja jika pencabutan bulu

memakai mesin akan lebih cepat.

c. Pengeluaran Jeroan
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Setelah ayam bersih dari bulu, tahap selanjutnya adalah
pengeluaran jeroan ayam. Jeroan yang sudah dikeluarkan akan diolah lebih

lanjut dan akan dijual terpisah dari daging ayamnya.
d. Pencucian dan Pemotongan

Ayam vyang dikeluarkan jeroannya akan dicuci bersih lagi
kemudian pemotongan daging ayam dilakukan sesuai dengan pesanan dan
kebutuhan. Namun jika dijual di pasar, daging ayam tidak dipotong dan

dibiarkan utuh tanpa jeroan

2. Analisis Terhadap Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah
Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal
Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal

Indonesia sebagai negara hukum membentuk peraturan sebagai sebuah
batasan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Termasuk salah satunya peraturan
yang mengatur tentang kehalalan produk. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang jaminan prosuk halal menjelaskan bahwa produk yang
masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat
halal”™. Jadi wajib bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal

produk yang beredar dimasyarakat.

Dalam hal tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap perundang-

undangan yang ada di Indonesia sekarang masih bisa dikatakan rendah. Banyak

" pasal 4 Undang-Undang No.33 Tentang Jaminan Produk Halal
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sekali masyarakat yang kurang menyadari pentingnya hukum tersebut. Kesadaran
hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta
bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan yang telah diterima baik oleh
masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan serta mengerti terhadap hak-hak orang lain

menandakan bahwa dalam kesadaran hukum tersebut mengandung sikap toleransi.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kesadaran hukum. faktor tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengukur

tingkat kesadaran di masyarakat. Keempat faktor adalah berikut;
a. Pengetahuan Hukum Pengusaha

Pengetahuan hukum para pengusaha rumah potong ayam sangat
penting untuk mengukur indikator pengetahuannya. Untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan mereka mengenai regulasi sertifikat halal,
peneliti menyediakan 2 asumsi kemungkinan pengetahuan rumah potong

ayam sebagai verikut:

1) Pengetahuan pengusaha rumah potong ayam tentang adanya sertifikat
halal bagi usaha rumah potong ayam.
2) Pengetahuan pengusaha rumah potong ayam mengenai isi dari

sertifikat halal.

Dari hasil wawancara kepada pengusaha rumah potong ayam,

dapat disimpulkan:

’® Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) 217-219
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1) Indikator pengetahuan pengusaha rumah potong ayam tentang adanya
sertifikat halal bagi rumah potong ayam. Bahwasannya dari 7 informan
hanya 1 orang yang tidak mengetahui adanya sertifikat halal rumah
potong ayam dan 6 lainnya mengetahui. Namun, juga dari 7 informan
tersebut hanya 1 orang yang memiliki sertifikat halal, 6 orang informan
lainnya belum mempunyai sertifikat halal.

2) Pengetahuan pengusaha rumah potong ayam mengenai isi dari
sertifikat halal berdasarkan wawancara terhadap 7 rumah potong ayam
5 diantaranya menjawab tidak mengetahui isi dari regulasi sertifikat

halal.

Mengenai pengetahuan hukum pengusaha rumah potong ayam

dapat digambar dalam tabel sebagai berikut:”’

Tabel 4.1 : Pengetahuan Hukum Pengusaha

Pengetahuan Pengetahuan Hukum
NoO Pemilik rumah Hukum Mengenai Mengenai Isi daru
potong ayam adanya sertifikat Regulasi Sertifikat
halal halal
1. | Ibu Lilik v v
2. | Ibu Sumiati v X
3. | Bapak Jamal v X
4. | Ibu Horiyeh X X
5. | Bapak Abdul 4 v
6. | Bapak Nur Fadhilah v X
7. | Bapak Saiful v X

7 Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019) Ibu Lilik, Ibu Sumiati, lbu Horiyeh (Malang, 7 Agustus
2019), Bapak Abdul, Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
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Presentase 85,7 % 28,5%

Keterangan:

X =Tidak tahu

v =Tahu

Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan
pengusaha rumah potong ayam mengenai adanya sertifikat halal dapat
dikatakan tinggi dan rendah. Perbedaan penilaian tersebut tergantung pada
sudut pandang kita melihat indikatornya. Bila pengetahuan mengenai
adanya sertifikat halal bagi rumah potong ayam maka dapat dikataan
cukup tinggi 85,7%, akan tetapi pengetahuan tersebut tidak diimbangi
dengan pengetahuan mengenai isi dari regulasi sertifikat halal yakni hanya
28,5% saja.

b. Pemahaman Hukum

Mengingat pengetahuan yang ada di kalangan pengusaha rumah
potong ayam adalah mengenai adanya sertifikat halal, dalam hal ini
pemehaman yang dimaksud adalah pemahaman mengenai isi dari regulasi
sertifikat halal dan cara memperoleh serifikat halal. Mengenai pemahaman
hukum pengusaha rumah potong ayam dapat digambar dalam tabel sebagai

berikut:"®

’® Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019) Ibu Lilik, Ibu Sumiati, Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus
2019), Bapak Abdul, Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
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Tabel 4.2 : Pemahaman Hukum Pengusaha

Pemahaman Pengetahuan Hukum
Pemilik rumah Hukum Mengenai g
No potong ayam isi regulasi cara mendaftarkan
sertifikat halal Sertifikat halal
1. | Ibu Lilik v X
2. | Ibu Sumiati X X
3. | Bapak Jamal X X
4. | lIbu Horiyeh X X
5. | Bapak Abdul v v
6. | Bapak Nur Fadhilah X X
7. | Bapak Saiful X X
Presentase 28,5% 14,3%
Keterangan:
X =Tidak tahu
v’ =Tahu
Dilihat dari tabel diatas bahwasannya antara indikasi mengenai isi
dari regulasi sertifkat halal dengan pemahaman rumah potong ayam
mengenai isi dari regulasi sertifkat halal sama presentasinya yakni
sebanyak 28,5%. Pemahaman para pengusaha rumah potong ayam
mengenai cara memperoleh sertifikat halal hanya 14,3%. Dari keduanya
pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam terbilang rendah.
c. Sikap Hukum

Berdasarkan penelitian di lapangan, mengenai sikap hukum para
pengusaha rumah potong ayam mengenai apakah pengusaha dapat
menerima dan mematuhi regulasi sertifikat halal dan sikap hukum para

pengusaha apakah merasa keberatan untuk mentaati regulasi sertifikat
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halal tersebut. Sikap hukum pengusaha rumah potong ayam dapat

digambar dalam tabel sebagai berikut:™

Tabel 4.3 : Sikap Hukum Pengusaha

Sikap Hukum Sikap Hukum
No Pemilik rumah Menerima dan keberatan Mentaati
potong ayam Mematuhi regulasi Regulasi Sertifikat
sertifikat halal halal
1. | Ibu Lilik v v
2. | Ibu Sumiati v v
3. | Bapak Jamal v v
4. | lbu Horiyeh v v
5. | Bapak Abdul v v
6. | Bapak Nur Fadhilah v v
7. | Bapak Saiful v v
Presentase 100 % 100 %
Keterangan:
X =Tidak
v =lya
Dilihat dari hasil tabel diatas bahwasannya dari kesemua

pengusaha rumah potong ayam mengatakan dapat menerima dan
mematuhi regulasi sertifikat halal dan mereka tidak keberatan untuk
mematuhi sertifikat halal tersebut. Akan tetapi kenapa kesemua para
pengusaha rumah potong ayam hanya 1 yang memiliki sertifikat halal.

Inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini.

i Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019) Ibu Lilik, Ibu Sumiati, Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus
2019), Bapak Abdul, Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
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d. Perilaku Hukum

Dilihat dari sikap hukum mengenai dapat menerima dan tidak
keberatan untuk mematuhi sertifikat halal. Apakah rumah potong ayam
tetap akan memasang keterangan halal walau tidak bersertifikat halal atau

tidak memasang karena tidak bersertifikat halal. Tergambar dalam tabel

berikut; %
Tabel 4.4 : Perilaku Hukum Pengusaha
No Pemilik rumah Sikap Hukum Menerima dan
potong ayam Mematuhi regulasi sertifikat halal
1. Ibu Lilik v
2. Ibu Sumiati v
3. Bapak Jamal v
4. Ibu Horiyeh v
5. Bapak Abdul v
6. | Bapak Nur Fadhilah v
7. Bapak Saiful v
Presentase 100 %
Keterangan:

v = Tidak memasang benner dan tidak sertifikat halal

Berdasaran indikator-indikator tersebut dapat terlihat dengan jelas
bahwasannya kepatuhan hukum pengusaha rumah potong ayam terhadap sertifikat
halal dapat dikatakan rendah sekali. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada

indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh

% Bapak Jamal (Malang, 6 Agustus 2019) Ibu Lilik, Ibu Sumiati, Ibu Horiyeh (Malang, 7 Agustus
2019), Bapak Abdul, Bapak Nur Fadhilah (Malang, 8 Agustus 2019)
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terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak
ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan
perilaku hukumnya rendah maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum
masih rendah atau sebaliknya, apabila berperilaku sesuai dengan hukum maka

kesadaran hukumnya tinggi.

Untuk meningkatkan pemahaman hukum, seharusnya dilakukan melalui
penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang matang.
Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai
hukum tertentu. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari
penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum,
memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi
hak dan kewajiban serta manfaatnya hukum ditaati. Disamping itu agar hukum
yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakat yang bersangkutan®.

Dalam di lapangan masih banyak rumah potong ayam yang belum
bersertifikat halal, penelitian yang ada dari 7 rumah potong ayam yang
bersertifikat halal hanya 1. Untuk menjamin kehalalan produk daging mengacu
pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal bahwasannya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal®?, namun keenam pengusaha rumah potong

ayam tersebut melanggar pasal tersebut karena belum melaksanakan

8 |shag, S.H., M.Hum. Dasar-dasar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 249-250
8 pasal 4 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
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kewajibannya memiliki sertifikat halal. Akan tetapi bukan berarti semua
penyembelihan yang di lakukan di rumah potong ayam yang ada di Kota Malang
menjadi tidak halal, sebab rumah potong ayam juga melakukan penyembelihan

sesuai dengan syariat.

Untuk mengetahui standarisasi penyembelihan dan pengolahan ayam,
yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka perlu juga
peraturan-peraturan mengenai standarisasi kehalalan pada proses penyembelihan
dan pengolahan ayam, karena dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tidak disebutkan secara langsung mengenai peraturan tersebut. Dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 19 hanya menyebutkan:

1. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai
dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan
masyarakat veteriner;

2. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang berkaitan dengan standarisasi penyembelihan dan
pengolahan ayam di rumah potong ayam tersebut adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan
Kesejahteraan Hewan yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e yang

berbunyi:

Hewan disembelih dibagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih
dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari
leher dan dipastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 saluran
sekaligus, yaitu saluran nafas (qultum), saluran makanan (mar’i), dan
pembuluh darah (wadajain).®

® pasal 8 huruf e peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat
venteriner dan kesejahteraan hewan
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Jika dilihat dilapangan bahwasannya banyak dari rumah potong ayam yang
cara penyembelihnnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi salah satu
faktor yang melatarbelakangi pengusaha rumah potong ayam tidak memiliki
sertifikat halal adalah tidak mengetahui tata cara untuk melakukan sertifikat halal.
Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal sudah jelas tertera bahwa prosedur untuk melakukan sertifikat halal yang

berbunyi:

1. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis
kepada BPJPH;

2. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
a. Data pelaku usaha;
b. Nama dan jenis produk
c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
d. Proses pengolahan produk.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat
halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan pasal tersebut sudah jelas bahwasannya untuk melakukan sertifikat
halal mengajukan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk
melakukan sertifikat halal. Pelaku usaha juga harus melampirkan data-data baik
itu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, kemudian bahan yang digunakan

dan proses pengolahan.

Fakta dilapangan selain tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikat
halal, usaha yang mereka lakukan masih tergolong kecil dimana pengusaha rumah
potong ayam yang peneliti teliti menjual ayamnya di pasar dan menerima
pesanan. Akan tetapi dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada

pengecualian yang berarti seluruh pelaku usaha yang melakukan usaha di

87



Indonesia tanpa terkecuali harus melakukan sertifikat halal untuk produk mereka.

Tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan sertifikat halal.

Seorang pengusaha tidak dapat mengklaim sendiri mengenai produk yang
dihasilkan sudah terjamin kehalalannya. Meskipun pengusaha rumah potong ayam
beranggapan bahwasanya ayam yang mereka sembelih terjamin kehalalannya,
karena tahap penyembelihannya mulai dari syarat penyembelih, tata cara
penyembelihan, alat penyembelihan, anggota yang disembelih hingga pemisahan
ayam yang benar-benar sudah mati dengan ayam yang gagal disembelih sudah
sesuai dengan syariat Islam. Maka dalam hal pemahaman hukum para pengusaha
rumah ayam belum bisa dikatakan paham dan taat akan ketentuan mengenai
sertifikat halal khususnya Undang-Undang No0.33 Tahun 2014 tentang jaminan

produk halal.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Tingkat Pemahaman Hukum
Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat
Halal Perspektif Figih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal, dapat diambil kesimpulan yaitu:
1. Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota

Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Figih Muamalah

Dari ketujuh rumah potong ayam tersebut tidak ada perbedaan
mengenai tata cara penyembelihnnya baik rumah potong ayam yang sudah
memiliki sertifikat halal maupun tidak. Pemahaman pengusaha rumah potong
ayam yang ada di Kota Malang ini sudah terbilang tinggi. Hal ini bisa dilihat
dari cara penyembelihan ayam yang masih menggunakan cara yang tradisional
tidak ada mesin yang membantu penyembelihan, alat yang digunakan pisau
yang tajam, penyembelih seorang yang sudah baligh, dan membaca basmalah
ketika hendak menyembelih. Bagian yang disembelih adalah leher 3 saluran
sekaligus, yaitu saluran nafas (qultum), saluran makanan (mar’i), dan

pembuluh darah (wadajain).

2. Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota
Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih dapat dikatakan

rendah sekali. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan hukum pengusaha rumah
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potong ayam mengenai adanya sertifikat halal dapat dikatakan tinggi. Namun
hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai
isi dari regulasi sertifikat halal yang berakibat tidak mengetahui tata cara

memperoleh sertifikat halal sehingga terbilang rendah.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan sertifikat
halal harus terus melakukan sosialisasi sepada pelaku usaha tentang
pentingnya sertifikat halal. Pada saat ini kurangnya pemahaman mengenai
sertifikat halal menjadi kendala bagi mereka untuk mendaftarkan sertifikat
halal.

2. Bagi pelaku usaha harus berperan aktif untuk melakukan serifikat halal bagi
produk mereka bukan hanya menunggu adanya penyuluhan. Terlepas dari
kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikat halal, akan berdampak
baik bagi perkembangan bisnis pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat sebagai konsumen terhadap produk mereka sehingga memberikan
kepastian bagi masyarakat tentang halal dan tidaknya produk yang mereka

konsumsi.
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Foto Wawancara dengan Pemilik Rumah Potong Ayam

95

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVTINVIN 40

Sebelum disembelih Ayam ditaruh di Kandang

Proses Penyembelihan
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Ayam yang sudah disembelih akan direndam di dalam air panas yang tidak

mendidih

Tahap selanjutnya adalah pencabutan bulu. Ada yang pakai tangan ada yang

memakai mesin bubut bulu ayam
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Pengeluaran Jeroan, Pencucian Dan Pemotongan
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Daftar Pertanyaan

. Apakah rumah potong ayam ini memiliki sertifikat halal?

. Apakah pelaku usaha mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur

tentang sertifikat halal?

. Apakah sejauh ini mengetahui dan memahami informasi dan proses cara

mendapatkan sertifikat halal?

. Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-undang sertifikat halal?

. Apakah pelaku usaha menerima dan tidak keberatan mematuhi adanya serifikat

halal?

. Apakah rumah potong ayam memasang keterangan halal walau tidak

bersertifikat halal atau tidak memasang karena tidak bersertifikat halal?

. Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikat

halal produknya?

. Pertanyaan seputar proses penyembelihan

- Alat penyembelihan

- Orang yang menyembelih

- Membaca basmalah ketika hendak menyembelih

- Apakah ada pemisahan antara ayam yang benar-benar mati dengan ayam
yang gagal disembelih?
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